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ABSTRAK

MUHAMMAD ALFIAN DJA'FAR, NIM. 98353062, INDEPENDENSI
MAHKAMAH SYAR' IYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM
( Telaah Bah XIlI Pasal 25-26 Undang-Undang No.18 Tahun 2001), FAK. SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Undang-undang No. 18 tahun 2001 adalah tentang pemberian otonomi yang
luas bagi Aceh, Provinsi dengan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-
Undang Nanggroe Aceh Darussalam bagi sebagian orang Aceh merupakan sebuah
anugrah yang telah lama dinanti, betapa tidak dalam Undang-undang tersebut termuat
berbagai macam kekhususan yang terdiri dari XIV Bab dan 34 pasal. Dari sekian
hanyak bab dan pasal yang ada salah satu bab yang banyak melahirkan pro dan kontra
adalah bah XII yang membahas tcntmg Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, Bab yang memuat pasal25 dan 26 ini menjelaskan kedudukan
Mahkamah Syar'iyah di Nangroe Aceh Darussalam.

Penulis tertarik meneliti tentang Isejaun mana Independensi Mahkamah
Syar'iyah Nanggroc Acch Darussalam dan scjauh manakah Otonumi yang diberikan
pemerintah pusat terhadap Mahkamah ini. Penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research). Dalam penyumpulan data penulis menggunakan
metode literal yaitu dengan cara menggali informasi yang ada di berbagai buku yang
berhubungan dengan tema penelitian.

Kesimpulan penelitian ini adalah : Independensi yang dibcrikan pemerintah
pusat kcpada Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam pada dasarnya sudah
mendekati
Keindependenan. Pcrbedaan mendasar yang membedakan Peradilan Agama dengan,
Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu hal yang paling
mendasar adalah Mahkamah Syar’iyah hanya diperuntukkan untuk wilayah Aceh saja

Kata kunci : Independensi Mahkamah ; Nangroe Aceh Darussalam
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Perjalanan panjang Rakyat Aceh dalam mewujudkan keinginannya untuk
dapat menerapkan syari’at Islam sudahlah menjadi sebuah kenyataan yang sulit
untuk digantikan lagi. Perjuangan yang telah mengorbankan begitu banyak air
mata, kini tclah menjadi kenyataan, ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-
undang No. 44 1999 tentang penerapan syari’at Islam di Acch yang kemudian
dilanjutkan dengan Undang-undang No. 18 tahun 2002 menyangkut pelaksanaan
otonomi khusus untk Aceh yang salah  satw  amanatnya menyangkut
penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam.

Penulis selaku putera Aceh merasa terpangpil untuk mengadakan sebuah
penelitian terhadap Mahkamah syar'iyah tersebut yang kemudian dijadikan Skripsi

dengan judul ,” Independensi Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam”,



Penelitian ini penulis harapkan dapat memberi gambaran awal akan adanya
Mahkamah Syariyah di Nanggroe Aceh Damssal_am yang kewenangannya
meliputi perkara perdata dan pidana.

Atas tersusunnya skripsi ini penyusun mempunyai kewajiban untuk
menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syariah TAIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makrus Munajat,M,Hum dan juga Drs. Kholid Zulfa,Msi

sclaku Pembimbing Skripsi

Ams scgala pengerian dan  keringanan haunya dalam memberikan
dukungan dan motifasi yang luar biasa pada penulis, baik materil maupun Sprituil,
hingga terselesaikannya tugas akhir akademik ini.

Penyusun menyadar bahwa skapsi ini masih jauh dan kesempurnaan,
untuk itu penulis bedapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan ide yang
bersifat membangun demi terciptanya sebuah penelitian yang lebih baik dimasa

Al
mendatang,



Akhirnya penyusun berharap semoga karya ini dapat bermamfaat bagi
Negertku tercinta Nanggroe Aceh Darussalam, semoga cahaya Tlahi kembali

bersinar di Negeri Acehku tercinta

Yogyakarta 7_zulga’dah 1423 I
10 Januari 2003 M
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BAB 1
PENDAHULUAN
y
A.Latar Belakang Masalah

Eksistensi Aceh dewasa ini merupakan suatu Fenomena baru yang
menformat diri kearah penerapan Syari’at Islam. Keberadaan dan dinamika Islam
yang ada di Aceh terus menunjukkan perbedaan dengan bagian lain wilayah
Indonesia. siapapun yang mengenal daerah ini tentu akan memberikan apresiasi
tersendiri yang konotasinya mengakui keunikan dari tanah rencong yang sering
jiga disebut sebagai scrambi Mekkah, Karena keunikan 1ulah Acch harus
senantiasa perlu dilihat dari dan dalam berbagai perspektif.

Undang-undang No. 18 tahun 2001 adalah tentang pemberian otonomi
yang luas bagi Aceh, Provinsi dengan sebutan Nanggroe Acch Darussalam,
Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam bagi sebagian orang Aceh
merupakan sebuah anugrah yang telah lama dinanti, betapa tidak dalam Undang-
undang tersebut termuat berbagai macam kekhususan yang terdiri dari XIV Bab

dan 34 pasal.VAkan tetapi disisi lain, kehadiran Undang-undang Nanggroe Aceh

" UU Otonomi Khusus Aceh,” Suara Aceh No.160 Thn. XV him_4-6



Darussalam ini telah membuahkan Pro kontra diantara  politisi Indonesia,
mareka mengkhawatirkar kalau seandainya UU tersebut membuka peluang lebih
besar untuk memerdekakan diri 2

Dari sekian banyak bab dan pasal yang ada salah satu bab yang banyak
melahirkan pro dan kontra adalah bab XII yang membahas tentung Mahkamah
Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bab yang memuat pasal 25 dan 26
ini menjelaskan kedudukan Mahkamah Syariyah di Nanggroe Aceh Datussalam,
Mahkamah Syari’yah yang dimaksud dalam Undang-undang Nanggroe Aceh
Darussalam  terscbut adalah Lembaga peradilan yang terbebas dari pengaruh
pihak manapun.?

Seperti yang ieiuat dalam bab | ayat ( /) Ketentuan Umum: Mahkamah
Syari’yah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang
bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam  yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Hal senada juga termuat
dalam Ayat (1) pasal 25, ayat (2 ) disebutkan, wewenang Mahkamah Syar’iyah
tersebut  didasarkan atas syariah Islam dalam  sistem hukum nasional dan

selanjutnya diatur dengan Qanun. 4)

?)UU NAD Jembatan Merdeka Untuk Aceh,” Tabloit Koniras, No.148 25 Juli -31 Juli 2001
D 1bid., him 6

) Ibid. , him 6



Tentang Mahkamah Syar’iyah walaupun dalam konsepnya berdiri secara
independen dan terbebas dari pihak manapun, akan tetapi di sisi lain, Mahkamah

Syarliyah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang
memiliki wewenang berdasarkan syar’at Islam. Syari’at Islam ini hanya
diberlakukan bagi pemeluk Islam yang berdomisili di Aceh, dan menyangkut
persoalan kasasi wewenangnya tetap pada Mahkamah Agung (MA).

Dengan demikian kedudukan Mahkamah Syari’yah yang digambarkan
dalam Undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam tidak ubahnya Peradilan
Agama sckarang ini, karcna di Peradilun Agama pun kasast ada pada Mahkamah
Agung.® Oleh karena itu perlu dipertegas, kedudukan dan wewenang Mahkamah
cyaryeh di Acch @8Brg hal meREERIAE sirukturnya  seria hubungannya dengan
Nahkamah Agung Serta badan peradilan lain dalan tata hukum Indonesia, apakah
badan peradilan yang berdiri sendiri di luar Peradilan Agama, atau hanya
pengganti kedudukan Peradilan Agama yang kewenangannya saja yang di perluas.

i sisi Lain, dalam sistem peradilan Nasional hanya dikenal empat badan
peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan
Tata Usaha Negara.9) Tidak termuat Mahkamah Syariyzh, kecuali itu, yang ada

hanyalah Pegadilan Agama, pertanyaan yang kemudian harus dijawab kembali,

) yu No.7 1989 Pasal.63. Atas penetapan dan putusin Pengadilan Tinggi Agama dapat
“dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berpekara.,

6) Undang-undang No.35 Tahun 1999 sebagai perubahan Undang-undang No 14 tahun 1970



apakah sama  Mahkamah Syariyah Nanggroe Acch Darussalam dengan
Pengadilan Agama di wilayah lain negara Indonesia, karena bagaimanapun juga
independensi Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam masih sangat
gamang,

Dalam hal pengangkatan hakim misalnya, hakim untuk Mahkamah
Syar’iyah, menurut Undang-undang ini, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
scbagai kepala negara atas usul Menteri Kehakiman dan IHak Asasi Manusia
sjetelah mendapat pertimbangan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua
Mahkamah Agung. hal senada juga kita dapatkan dalam Pasal 15 Undang-undang
No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.®

Daci Rerancuan  yang  tersebut di ates, scjauh mana  Independensi
Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam dan scjauh manakah Otonomi
yang diberikan pemerintah pusat terhadap Mahkamah ini, sebab bagai manapun
juga bila tingkat kasasi masih ada pada Mahkamah Agung, sedang landasan yang
dipakai dalam mengambil keputusan berbeda maka akan terjadi tarik menarik dan

perseteruan yang sangat kuat antara keputusan  hakim di Mahkamah Syar’iyah

dengan keputusan Hakim-hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung,

L Undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam Pasal. 26 ayat 3, Hakim Mahkamah syariah
.diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepela negara atas usul menteri kehakiman seteah
mendapat pertimbangan Gubermnur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ketua Mahkamah Agung,

Pasal. 15 Undang-undang No.7 1989 Hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku
kepala Negara atas asul Mentri Agama Berdasasarkan Persetujuan Maikamah Agung



Akhirnya bila tidak ada perbedaan yang mencolok antara Mahkamah
Syariyah dengan Peradilan Agama yang selama ini kita kenal, otonomi yang
digembar-gemborkan adalah isapan jempol belaka, dan selanjutnya pemerintah
harus meninjau kembali akan konsep Mahkamah Syar’iyah yang telah ditawarkan,
karena bagaimanapun juga walaupun pemerintah telah memberikan wewenang
kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan Qanun, akan tetapt dalam
perumusannya nanti, Qanun tidaklah boleh melanggar apa yang telah ditetapkan
oleh keputusan yang lebih tinggi diatasnya dalam hal ini Undang-undang No. 18

tahun 2001.

B. Pokok h
Dari paparan latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang
muncul dirumuskan sebagai berikut;
1. Bagaimana Independensi yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap
Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darassalam
2. Apa perbedaan yang ‘mendasar antara Peradilan Agama dengan

Mahkamah Syar’iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.



C. Tujuan dan kegunian Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sejauh mana independensi
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Mahkamah Syar’iyah Nanggroe
Aceh Darusalam, dan sekaligus untuk menjelaskan posisi sesungguhnya dari
Mahkamah Syariiyah ini, apakah identik dengan badan peradilan agama ataukah
berdiri sendiri secara mandiri yang terbebas dari pihak manapun dalam wilayah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti yang tertera dalam bab | pasal 1 ayat
7 Undang-undang Nanggroe Aceh darussalam.16)

Disisi lain juga  juga ingin mencari perbedaan  mendasar antar
somandinian yang  diberikan pemenntah terhadap Peradilan Agama mclalui
Undang-undang No.7 tahun 1989 deflgan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh

Darusssalam melalui Undang-undang No.18 2001 dalarn bab XI pasal 25 dan 26.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelifian ini, hasilnya nanti diharapkan dapat
bermanfaat untuk menambah kahasznah kepustakan studi hukum Islam, serta

menjadi masukan kepada pihak yé.ng peduli dengan perkembangan peradilan

' Mahkamah Syari'yah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga Peradilan yang
bebas dari pengaruh manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku bagi
pemeluk agama Islam



Islam yang ideal sekaligns sebagai bahan rujukan terhadap pengembangan

Mahkamah Syar’iyah yang ideal dimasa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Ilmiah yang berkenaan dengan telaah Undang-undang yang
dilahirkan pemerintah sudahlah sangat banyak, apalagi bila Undang-undang
tersebut berlaku secara Nasional, akan tetapt menurut hemat penyusun belum ada
penelitian yang membahas secara serius Undang-undang No. 18 Tahun 2001
menyangkut Otonomi khusus kepada Aceh, dalam hal ini bab X1 pasal 25 dan 26.
Walaupun ada sampai saat ini hanya sebatas uraian lepas ataupun hanya berbentuk
artkel yang mengomentar sceara umum keberadaan Mahkamah Syar'tyah yang
diberlakukan di Aceh,

Tidak adannya penelitian yang yang serius terhadap Undang-undang No.18
2001 ini lebih disebabkan oleh barunya Undang-undang tersebut disahkan oleh
pemerintah, yakni pada tanggal 16 Juli 2001, dan yang terlebih lagi Undang-
ﬁndang tersebut hanya berlaku untuk Aceh saja, adapun beberapa penelitian yang
membahas tentang Aceh dan Peradilan Islam di Indonesia adalah yang ditulis oleh
M.Yahy. Harahap menyangkut kedudukan dan Kewenangan dan Yurisprodensi

Peradilan Agama .



Tulisan yang berisikan tujuan Undang-undang Peradilan Agama sekaligus
juga memuat informasi materi Kompilasi Hukum Islam, dalam tulisan tersebut
juga menyinggung keduaﬁkan peradilan agama sekaligus susunan organisasinya
dan kekuasaan yang dimiliki oleh peradilan agama.

Selain itu ada juga tulisannya Daniel S, Lev yang dialih bahasakan H. Zaini
Ahmad Noeh, tulisan Danel yang berjudul Peradilan Agama Islam Di Indonesia
ini disamping mengulas proses peradilan agama secara teknis juga mengulas
masalah masalah penting menyangkut timbul tenggelamnya Peradilan agama,
buku ini merupakan suatu studi tentang landasan politik lembaga l»mbaga hukum
di Indonesia.

Disamping itu juga ada alisan Muh. Daud Ali yang berjudul Kedudukan
Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia sedikit mewakili akan adanya
tulisan yang mencoba memposisikan hukum islam dalam sistem hukum nasional,
akan tetapi dalam tulisannya Muh daud Ali juga tidak menyinggung masalah
peradilan di Aceh.

Terdapat  ada sebuah tulisan yang membahas kebudayaan Aceh, tulisan
yang merupakan hasil penelitian C.Snouck Hurgronje yang berjudul De Atjéhers

yang kemudian ditefjemahkan dengan judul Rakyat Aceh dan Adat Is tiadatnya ini

sangatlah  koperhensip, karena didalamnya mengulas kebudayaan Aceh secara



menyeluruh, akan tetapi pembahasan menyangkut peradilan di Acen hanya
dibahas secara sepintas dan hanya merapakan gambaran umum belaka,

Dari berbagai penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang mengulas
tentang Peradilan Agama di Aceh dari dulu hingga sekarang, kalaupun ada itu
hanya berbentuk artikel seperti yang ditulis oleh Rifyal Ka’bah yang dimuat
majalah Forum No.25 September 2001 dengan judul Mahkamah Syariah dan
pembahasannya pun hanya mencakup gambaran umum tentang Mahkamah
Syar’iyah yang ada dalam Undang-undang No. 10 tahun 2001, dari sekian banyak
peneliian hanya penelitian ~ H.Ismuha yang agak serius membahas masalah
peradilan di Aceh, tulisan yang Membahas Pengadilan Agama Di Acch Dahyly.
Sckarang dan nanu termuat dalam buku bunga rampai Acch yang diterbitkan
dalam rangka memperingati 100 tahun perang Aceh.

Walaupun begitu disamping itu juga terdapat penelitian yang dilakukan
oleh A Hasjimy yang berjudul Kebudayaan Aceh dalam Sejarah, Penelitian ini
rr‘lemberikan gambaran umum tentang kebudayaan Aceh dimasa laly, salah satu
bahasannya adalah menyangkut berbagai persoalan yang berhubungan dengan
peradilan di Aceh pada masa lampau, mulai dai pelaksanaan peradilan itu sendiri
sampai dengan susunan badan peradilan dari tingkat rendah sampai dengan

tingkat akhir,
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Dari sekian banyak tulisan dan hasil peneliian yang ada penulis belum
melihat adanya upaya penelitian yang serius terhadap Undang-undang no. 18
Tahun 2001 yang telah melahirkan Mahkamah Syar’iyah sebagai badan peradilan
baru yang terbebas dari pengaruh pihak manapun di Wilayah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.

Karena itu penelitian ini merupakan penelitian awal yang akan dilakukan
dalam rangka mencari titik terang tentang tentang konsep Mahkamah Syari’ah
yang diberikan kepada Aceh terutama menyangkut kemandiriannya sekaligus

kejelasan posisinya ditengah badan peradilan lain di Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

! Lahirnya Undang-undang No.18.Tahun 2001 secara septhak memang
sangat menyejukkan hati masyarakat Aceh, karena bagaimana pun, seperti yang
telah diulas di atas Undang-undang ini memberikan berbagai macam kekhususan
bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh, dengan pemberian otonomi yang
seluas lu‘asnya, dengan adanya Undang-undang ini, semua urusan daerah akan
diserahkan pada daerah, kecuali urusan yang bessifat nasional. Urusan-urusan yang
bersifat nasional ini akan diatur dengan ditetapkan sebagai urusan pusat. Oleh
_karena itu urusan-urusan terperinci ada pada pemerintah pusat, sedangkan urusan

sisa ada pada daerah.



Pelaksanaan Peradilan, menurut teori figih, dilaksanakan dengan tiga
macam, Tauliyah dasi Imam, Tauliyah abul balli wal aqdi dan Tubkim. Tanlyah dan
imam yaitu peradilan yang dilaksanakan atas pelimpahan wewenang dari kepala
negara. Dan wewenang ini 'diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan
tertentu, Tauliyah abll halk wal agdi yaitu pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan
pada saat tidak adanya penguasa dan selanjutnya dilakuakan pada para sesepuh,
atau arang yang cukup mempunyai pengaruh dan semua itu tetap didasara pada
kesepakatan bersama., dan Tabkim, yaitu keadaan tertentu, ketika tidak ada hakim
yang ditugaskan atas suatu wilayah atau daerah, lalu timbul suatu sengketa antar
dua orang atau lebih, maka orang-orang yang bersengketa tersebut dapat
bertahkim dengan meayerahkan perkara untuk disclesatkan kepada orang yany
dianggap mampu menyelesaikan perkara tegsebut dengun kesepakatan scbelumnya
untuk menerima segala hasil yang diputuskan oleh fabkim vang ditunjuk marekal?)

Akan tetapi walaupun begitu sebagai seorang hakim dalam memutuskan
sesuatu haruslah tetap berpegang pada satu tujuan yakni n-enegakkan keadilan dan
kebenaran, maka dalam hal ini harus sejalan dengan apa yang telah diperintahkan

dalam al- Qur’an :

' Dirjen Bimbingan Istam Departemen Agama RI, Kenang-kenangan Seabad Peradilan
Agama Di Indonesia ( Jakarta : Ade Cahaya,1985),hlm 7-8
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Pada dasarnya Peradilan Agama di wilayah Nusantara tclah ada
sejak zaman kerajaan Islam memerintah bahkan wewcnangnya pun sangatlah
luas meliputi semua perkara perdata bahkan pidana dan legitimasi Pengadilan
Agama pada saat itu dilegitimasi dengan pasal 75 ayat (2) Regerings
Regglement (RR) yang berbunyi : dalam hal terjadi perkara perdata antara
sesama orang Islam asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan

mereka, maka tunduk kepada

) An-Nisa’ (4) : 135
1) An-Nisa’ (4) : 65

') An-Nisa’ (4) : 58
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putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang
agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka.!8)

Dari landasan di atas itulah kemudian. Lodewijk Willem Cristian Van Den
Berg berpendapat bahwa daldm masyarakat Islam di Indonesia hukum adatnya
adalah hukum Islam. Teori ini kemudian dikenal dengan “Receptio in Complexu”.

Teori ini kemudian dikecam oleh C.Snouck Hurgronje  yang
mengemukakan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asti. Teori inj
bermula dari penelitian Snouck di dua daerah masyarakat beragama islam Aceh
dan Gayo, menurut dia hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh dan Gayo
adalah hukum adat bukan hukum Islam, hukum Tslam baru mempunyai kekuatan
kalau dikchendaki dan diterima oleh hukum adath Jadr yang lahir keluar adalah
hukum adat bukan hukum Islam, bagaimanapun juga teori snouck ini telah
memperkecil ruang gerak yang dimiliki Peradilan Agama sebelumnya.

Tidak dapat dipunggkiri Teori Receptio, Snouck ini sampat saat ini masih
sangat besar pengaruhnya ini terbukt dengan tidak diberikan kekuasaan mutlak
kupada Peradilan Agama menyangkut masalah kewarisan.

‘ Akan tetapi bagaimanapun juga pemerintah telah memberikan wewenang

sepenuhnya  kepada Mahkamah Syariyah Aceh untuk memeriksa dan

: "% Zainal Abidin Abu bakar, Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia,
(Yogyakarta UH Press 1993) him 33

'Y A. Qodri Azizy, M.A, Eklektisme Hukum Nasional, ( Yogyakarta : Gama Media 2002 )
hlm 155
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memutuskan kasus yang menyangkut segala bidang perdata islam secara mutlak,
dengan pemberian keweﬁangan yang seluas luasnya, walaupun demikian keinéimin'
pemerintah tersebut tidaklah sepenuhnya dapat dipahami sebagai pemberian
independensi yang utuh, hal ini dimungkinkan seiring dengan pendapat C.S.1.
Kansil,

Istilah seluas luasnya tidak lagi dipergunakan karena berdasarkan
pengalaman selama ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan
kecenderungan pemikiran yang dapat membahanyakan keutuhan negara kesatuan
dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah.!2)

Maka selanjutnya untuk dapat mendapatkan sebuah badan peradilan yang
independen diperlukan beberapa unsur yang saling terkait satu sama lain, unsur
pertama: perangkat hukum yang dapat menjamin kepastian, perlindungan, dan
ketertiban hukum yang berintikan kedilan dan kebenaran sehingga memungkinkan
untuk  ditegakkan,  kedwa : Aparatur penegak hukum yang tangguh dala
menerapkan hukum dan mampu menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat, Ketjga: Kesadaran hukum masyarakat atau kemauan masyarakat

untuk menghargai dan mentaati hukum yang Derlaku, Keempat : Sarana dan

12) Kansil C.S.T. pokok-Pokok Pemerintah di Daerah,(Jakarta : Aksara Baru, 1979), hlm 111



prasarana yang dibutuhkan, ini menyangkut berbagai aspek yang tersedia dlalam-
penegakan hukum baik aparatur penegak hukum maupun masyarakatnya.!
Kemudian untuk mem‘antapkan keberadaan hukum islam dalam tatanan
hukum nasional perlu diperhatikan beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut
seperti dikemukakan oleh Muh Daud Al, bahwa untuk mengembalikan
kedudukan hukum Islam dalam system hukum nasional perlu diperhatikan
beberapa hal Pertama: Hukum Islam dapat berlaku tanpa harus melalui hukum
adat, Kedus: Pemerintah wajib mengatur masalah sesuai dengan hukum islam
scpanjang pengaturan tersebut diperuntukkan bagi orang islam, Keljga: Kedudukan
hukum islam dalam sistem hukum Indonesia sama derajatnya dengan hukum adat
dan hukum barat yang bedaku di Tndonesia, Keempal . Hukum islam menjadi

sumber pembentukan hukum nasional disamping hukum-hukum lainnya.'9
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang menyoroti masalah Independensi Mahkamah Syariah Namggroe

Aceh Darussalam ini adalah penelitian Kepustakaan (kbrary research) yang mana
(//

) *) Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Cet ke-2 ( Jakarta :Rajawali Pers, 1989),
him 89-90

') Muh Daud All, Kedvudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta,
Yayasan Risalah, 1984) him 11



16

dalam mencari data dan informasi mengedepankan  sumber data tertulis,
disamping itu untuk melengkapi data kepustakaan, data yang dikumpulkan dari
lapangan juga tetap diperlukan dan digunakan sebagai data penunjang terhadap

kesempurnaan penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Diskdptif analitik dengan memaparkan data-data
hukum yang berhubungan dengan bab XII pasal.25 dan 26 Undang-undang No.
18 Tahun 2001 Menyangkut hadirnya Mahkamah Syarivah scbagai tindak lanjur
duni pemberian otonomi khusus untuk Provinsi. Nanggroe Aceb Darussalam.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal digunakan Comtens
analysis ( analisis Isi )19 diharapkan dengan pendekatan ini dapat diadaptasi untuk
memahami isi teks sumber bukum tertulis (  perundang-undangan dan
yurisprudensi )  sehingga nantinya mampu membcri  penilaian terhadap
kemandirian yang diberikan oleh pemesintah terhadap lembaga peradilan ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif analitis,

yang dimaksud adalah melihat Undang-undang sebagai satu produk hukum baku

**) Darmiyati Zuchdi, Panduan penelitian Analisis Konten,(yogyakarta :Lembaga penelitian
UNY, 1993) him. 14-15
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yang dibuat untuk kemaslahatan umat. Akan tetapi dalam pembuatannya tidaklah
bisa dipisahkan dengan berbagai macam udang-undang sebelumnya yang sudah
barang tentu sangat berhubungan dan tidak dapat di kesampingkan 20),

Di samping menggunakan pendekatan normatif analitis penelitian ini
juga menggunakan pendekatan Sosio Historis penggunaan pendekatan ini
ditujukan untuk melihat perkembangan peradilan Islam di Aceh dan rentang
waktu tertentu terlebih lagi penelitian ini terfokus pada provinsi Nanggr(;e Aceh
Darussalam saja sehingga nantinya diharapkan melalui pendekatan ini mampu
meuncari  kesesuaian  keingingan rakyat Aceh dengan apa yang diberdkan
pemerintah sekarang ini.

4. I'chnik pengumpulan data

Untuk nenjadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan
penyusun menggunakan metode Literel, yaitu dengan cara menggali berbagai
informasi yang ada di berbagai buku yang berhubungan dengan tema penelitian,
disamping itu juga tidak menutup kemungkinan untuk mencar data pendukung
lz;in11ya baik berupa wawancara maupun observasi langsung dengan demikian

diharapkan akan mendapatkan sebuah data yang memuaskan.

5. Analisis Data

“2 Soerjono Soekanto, pengantar penclitian hukum, (Jakarta : UL,1984), him 51
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Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menyusun
secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian. Pola penyusunan analisa ini
dilakukan dengan deskriptif analisis yang dipadu dengan Content analysis ( analisis
Isi ) sampai akhirnya nanti menghasilkan satu kesimpulan yang mampu menjawab

pokok permasalahan penclitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini direncanakan terdiri atas lima Bab dan penulis
menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut;

Dalam bab pertama pendahuluan. Bagian ini menguraikan tentang latar
belakang masalah yaang memunculkan penchan ini ddamjutkan dengan rumusan
pokok masalah yang berisikan beberapa pertanyaan, dilanjutkan dengan tujuan
dan kegunaan penelitian, disamping itu memuat telaah pustaka yang merupaya
memaparkan beberapa penelitian - sejenis yang telah  diteliti sebelumnya,
selanjutnya memuat kerangka teoritik yang nantinya menjadi landasan dalam
menganalisa penelitian ini; metodologi penelitian yang digunakan juga menjadi
bagian dari bab I ini karena bagaimanapun metode penelitian merupakan penentu
jalan dalam menyusun skripsi ini, dan pada bagian akhir bab ini ditutup dengan

pemaparan sistematika penulisan dari tiap bab yang direncanakan.
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Pada bab kedua dilanjutkan dengan pembahasan keinginan rakyat Aceh
akan terbentuknya Mahkamah Syar’iyah yang indepenen baik menyangkut
kewenangannya sampai i k'emandjriannya, dilengkapi dengan memberikan
‘garnbaran umum tentang Mahkamah Syar'iyah yang independen serta perjalanan
I|’eradilan Agama di Aceh dari pra kemerdckaan sampai dengan  pasca
kemerdekaan

Dalam bab ketipa membahas munculnya Mahkamah Syariyah khusus di
Aceh. Dalam pembahasan ini mengulas tentang lahirnya Undang-undang No. 18
Tahun 2001 yang menjadi dasar dari terbentuknya Mahkamah Syariyah Acch,
kemudian dilanjutkan dengan polemik sekitar lahirnya Undang-undang ini, sampai
akhirnyva  pembahasan mengerucut pada - implikasi Undang-undang terhadap
lahirnya Mahkamah Syariyah di Naggroc Aceh Darussalam.

Pada bab keempat memuat analisis secara umum menyangkut Independensi
Mahkamah Syar’iyah dalam hal ini akan dibandingkan dengan Undang-undang
No.7 1989. Pada pembahasan awal akan diulas mengenai Mahkamah Syar’iyah
dalam bingkai peradilan nasional, laly dilanjutkan dengan hubungan Mahkamah
Syariyah dengan badan peradilan nasional lain, serta perbedaan Mahkamah
Syariyah dengan peradilan agama menurut Undang-undang No.7 1989, lalu

dilanjutkan dengan hakekat independensi yang sebenarnya ada pada Mahkamah

Syari’yah Nanggroe Aceh Darussalam
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Lalu dalam bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh
kajian yang dilakukan terhadap Undang-undang No.18 tahun 2001. Pada bab inj
juga mencoba memberi penawaran berupa saran-saran yang mungkin dapat dapat

berguna bagi pengembangan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam

khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
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BABYV
PENUTUP

A Kesimpulan

Dari  pembahasan tentang pandangan umum tentang Mahkamah

Syar'tyah Nanggroe Acch Darussalam menyangkut keindependenannya sebagai

scbuah badan peradilan Tslam di wilayah Nanggroe Acch Darussalam dalam

bingkai peradilan nasional, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

jawaban pokok masalah penelitian yaitu :

1.

™

Independensi  yang  diberikan pemerintah  pusat kepada  Mahkamah
Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam pada dasarnya sudah mendekati
ketndependenan,  salaly safunva  dengan memungkinkaniya Mahkamah
Syarliyah untuk dapa: menjamin kepastian hukum, perlindungan, dan
ketertiban yang berintikan keadilan dan kebenaran,dan yang terpenting
dikcluarkannya Kepres No.11 - tahun 2003 yang sewmakin melegitimasi
keberadaan Mahkamah Syariyah ~di Nanggroe = Aceh Darussakiam,
disamping ditunjang dengan akan adanya penegak hukum yang tangguh
dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat

Perbedaan  mendasar yang membedakan Peradilan Agama dengan
Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu hal yang,
paling mendasar adalah Mahkamah Syar’iyah hanya diperuntukkan untuk

wilayah  Aceh  saja, selanjutnya Mahkamah Syar'tyah juga memiliki
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kewenangan dalam menangani perkara-perkara pidana, disamping itu
perbedaan juga dapat kita temui dengan adanya hakim Ad Iloc yang
diangkat untuk menangani perkara yang memang membutuhkan keahlian
khusus di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam,
yang lebih penting lagi dibolehkannya alumni Dayah sedangkat perguruan
tinggi untuk mcenjadi hakim di Mahkamah Syat'iyah Nanggroe Acch

Darussalam dengan syarat mengerti akan hukum Islum.

B. Saran-saran
Keberadaan Mahkamah Syar'iyah Nanggroc Aceh Darussalarm schagai

amanat Undang-undang No. 18 telah dapat diwujutkan dan stap untuk J

mtankan karena kehadirannya wclah membawa kebahagiaan tescadin Dagn rukyae

Aceh, akan tetapi dari sekian banyak kelebihan yang dimiliki Mahkamah

Syariyah Nanggroe Aceh Darussalam ada beberapa catatan sckaligus saran

yang dapat diberikan penyusun setelah melakukan pengkajian terhadap pokok

permasalahan penelitian :

1. Hendaknya untuk lebih diakui Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh
Darussalam dalam tata hukum nasional sebagai badan peradilan vang Sah
disamping empat  badan peradilan  lain, sclayaknya undang-undang
kehakiman No.14 tahun 1970 dapat dilakukan amandemen terutama sekal;
pada pasal 10 dengan menambahkan “ Unmik wilayab Nanggroe Acel

Darussalam Disamping empat badan peradilan minus peradilan agama Mabkamah
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Syar'ival Nanggroe Aceh Darussalam J4ga berfungsi melaksanakan tugas kebakiman

|

alan [udical Power seperti yang diamanatkan dalam Danun.

\

2. Hukum Formil dan hukum Materil harus segera dibuat dan dituntut untuk

mampu  menjaga keindependenan dan  azas-azas yang dikandung

Mahkamah Syariyah Nanggroe Aceh Darussalam untuk memenuhi

keinginan tersebut pemerintah harus mampu menyaring aspirasi yang

bcrkcmbang di tengah masyarakat.

1.

[v

Menyangkut persoalan kasasi Mahkamah Agung harus segera
menindak lanjuti keinginan rakyat Aceh untuk dapat membentuk
kamar Khusus untuk Aceh di Mahkamah Agung, untuk selanjutnya
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun mahkamah Agung
membuka kamar khnsus di propins nanggroc Aceh Darussalam
yang dittmpatkan di ibukota Provinsi yang akan menangani
purkara-perkara kasasi atas putusan pengadilan tingkat banding di
Nanggroe Acch Darussalam.

Untuk dapat menjamin terlaksananya hukum yang benwibawa sudah
selayaknya pengangkatan polisi Syariah dan juga jaksa Syar’ah
haruslah memenuhi berbagai ketentuan yang dapat menunjang
kearah sana.

Mcnindak lanjuti Qanun No.10 Tahun 2002 Nanggroe Acch
Darussalam, Sebagai sebuah penegasan, tidak ada satu pasal pun

yang menyatakan bahwa Mahkamah Syariyah itu diperuntukkan
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bagi orang islam yang ada di Aceh, Oleh karena itu Qanun
Mahkamah Syar’iyah haruslah mencantumkan pengertian dari
Mahkamah Syariyah dalam hal ini dimasukkan dalam Bab I Pasal 1
ayat (1 )dengan kata *Mabkamab Syar'iyab adalah Peradilan Perdatz dan
pidana bagi Orang yang beragama Islam, dengan adanya poin tersebut
kekhususan Mahkamah Syariyah akan semakin tampak dan benar-
benar nyata.

Demikianlah rangkaian Pengekplorasian dalam penelitian ini dengan

satu harapan semnoga hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi semua orang

terutama sekali bagi pengembangan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe

Aceh Darussalam dimasa yang akan datang.
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LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR’AN

Hal

N

Terjemahan

12

12

15

16

17

Wahai orang-orang yang berman jadilah kamu jadilah
kamu orang-orang yang benar-benar penegak  keadilan,
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabarmu

Maka demi tuhanmu, mareka ( Pada Hakekatnya) tidak
berimin sehingga menjadikan kamu  hakim terhadap
perkara yang mareka perselisihkan, kemudian mareka tidak
meraga dalam  hati mareka suatu  keberatan techadap
putusan yang kamu berikan, dan mareka menerima dengan
sepenuhinya.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh |
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia |
supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya padamu,
Sesungguhnya Allah adalah mMaha mendengar lagi Maha
Meclihat
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LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMER 44 TAHUN 1999

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang a. bahwa scjarah panjang petjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya

mengingat

1.

ketahanan dan daya juang yang tingg;, yang bersumber dari kehidupan
yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam
menghadapi kaum penjajah ;

b. bahwa kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap

pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menantang penjajah
dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi vang besar
dalam mencgakkan Negara Kesatuan Republikindonesia meskipun rakyat
Aceh kurang mendpat peluang untuk menata diri ;

hahewn kehdupan masyarakas Aceh YAl ehgus, menuniung tinggs
adat, dan telah menetapkan ulama pada peran vang terthormat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbagsa, dan bernegra perlu dilestarikan dan
dikembangkan bersamaan dengan pengembanagn pendidikan;

bahwa schubungan dengan hal-hal tersebut serta untuk penyelenggatraan
pemerintah daerah yang memerlukan adanya jaminan kepastian hukum
dalam melaksanakan segala urusan, petlu dibentuk Undang-undang
tentang: Penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah [stimewa Aceh;
Pasal 5 ayat (1) pasal 18,pasal 21 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang
Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Provinsi Aatjeh dan Perubahan Pearturan Provinsi sumatera
Utara( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64,

'Tambahan l.embaran Negara Nomor 1103);



Menetapkan :

Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan nasional (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1989 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3390)

Undang-undang nomor 22 tahun 1989 tentang Pemerintahan daerah
(lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembatlzm
negara nomor 3839); '
Undang-undang Nomor 25 tahun 25 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dabn daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara
nomor 3848);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN

PROVINST DAERAH ISTIMEWA ACEH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

L. dacrah adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh

2. Pemcrintah daetah adalah Kepada daerah bescrta perangkat Daerah Otonom Yang

lain sebagai badan cksekutif Daerah

3. Gubernur adalah gubernur daerah Istimewa Aceh

4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perakilan rakyat Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Acehn

5. Peraturan daerah adalah Peraturan daerah Provinsi daerah [stimewa Aceh

0. Provinsi daerah Istimewa Aceh adalah daerah Otonom yang bersifat Istimewa,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Darrah

VI



9.

10,

11.

M

(2)

Otonom  Daecrah 2 lalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspitasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan‘
beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
Keistimewaan dacrah adalah Peraturan daerah atau Keputusan Gubernur yang
bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan.

Syarr’at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

Adat adalah aturan atau perbuatan yvang bersendikan syariat Islam vang lazim dituruti,

dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup.

BAB 11
KEWENANGAN
Pasal 2
(1) Dacrah diber kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan
vang dimiliks
(2) Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan vang dimiliks
sebhagaman@idomalisudSpadh, avar (1) 4 kabupaten dan Koy e Tebik Lann
dengan peraturan dacrah,
BAB 111
PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Keistimewaan merupakan pengakuan dari Indonesia yang diberikan kepada Daerah
karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun
temurun sebagai landasan spritual, moral, dan kemanusiaan
Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi ;
a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
h penyelenggaraan kchidupan adat;

¢. penyelenggaraan pendidikan; dan

vl



d. petan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Bagian kedua
Penyelenggaraan Kehidupan Beragama
Pasal4
(1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujutkan dalam  bentuk
pelaksanaan Syari’at Islam bagi pemeluknya dalam berasyarakat
(2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama,

Pasal 5
(1) dacrah dapat membentuk lembagaagama dan mengakui lembaga agama yang sudah
ada scbutan dengan scbutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing,
(2) Lembaga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan bagian perangkat

daerah.

Bagian Ketiga
Penyclenggaraan Kehidupan Adat
Pasal 6
Dacrah dapat menctapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan
pengembangan adad serta lembaga adad di wilayahnya vang dijiwai dan sesuai dengan

syar’at

Pasal 7
Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai
dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan,

Kemukiman. Dan Kelurahan/Desa atau gampong.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 8

VIII



(1) Pendidikan Di daerah diselenggarakan  sesuai dengan system Pendidikan
Nasional.

2) Daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan serta menambah materi muatan local sesuai dengan syarr’at islam,

(3) Daerah mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agaam Islam bagi
pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan lenjang pendidikan.

Bagian Kelima
Peran Ulam dalam Penetapan
Kebijakan daerah
Pasal 9
M Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama.
2) Badan scbagaimana dimaksud pada ayat (!) bersifat independen _vaﬁg berfungsi
memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, pembangunan, dan

kemasyarakatan serta tatanan ekonomi vang Islami.

Bagian Keenam
Pembiavaan
Pasal 10
Sumber pembiayaan penyelenggaraan Keistimewaan dialokasikan dan dana :
a.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: dan

b.  Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

Bagian ketujuh
Peraturan Pelaksanaan
Pasal 11
Penyelenggaraan Ketstimewaan sebagaimana dimaksud dalam Psal 3,4,5 6,7 8 dan 9

diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah berdasackan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

X



Diundangkan di Jakatta
Pada tanggal 4 Oktoer 1999
MENTTERT NFGARA SEK RETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.
ttd

MILADI

LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOD
Salinan sesuai dengan aslinya
RISl 14 TA RIS K ARGIETERY
Kepala Bire 'r_,_._.:: N1
Perundang-undangan 11

Pl

Fxdy Sudibyo

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1999

TENTANG
PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

XI



Pasal 12
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/ atau tidak sesuaj dengan

undang-undang ini dinyatakan tidak betlaku.

BABYV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Undz\ng—undang n1 mulai berlaku pada tanggal dundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Tndonesia,

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBII-,



1.

UMUM

Dua abad sebelum Masehi, Acch.dalam sejarahnya dikenal sebagai pusat perdagangan
di Asia Tenggara, yang disinggahi perdagangan Timur Tengah menuju ke negen Cina, ‘
Ketika [slam lahir pada abad VI Masehi, Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara
yang menerima Islam. Setelah melaluj prosesyang panjang, Aceh menjadi sebuah
kerajaan Islam pada abad XIII Masehi, yang kemudian menjadi sebuah kerajaan yang
maju pada abad XIV Masehi. Dari sinjlah Islam berkembang ke seluruh ASi’;I
Tenggara. Pada sekitar abad XV, ketika orang-orang Barat memulaj pertualangannya
di Timur, banyak wilayah di Nusantara yang dikuasainya, tetapi Aceh tetap bebas
scbagai scbuah kerajaan yang berdaulat. Dalam percaturan pohtik internasional,
hubungan Kcrajaan Aceh Darussalam dengan Belanda vang semula cukup baik, pada
abad XIX mengalami krisis. Meskipun demikian, dalam ‘I'raktat London 17 Maret
1824, pemenntah Belanda berjanji kepada Pemerintahan Inggris untuk tetap
menghormat kedaulatan Kerajaan Acch. Empat puluh tujuh tahun kemudian,
dengan Derbagai kelicikan, Belanda menyakinkan Inggris untuk tidak menghalangimya
menguasar Aceh melalui Trakta Sumatera |1 November 1871 dua tahon Kemuddian
Bolande meni@lills Aceh. vag beriangsing pulvhan mbun dengan Lorhan T

tidak terkirn banyaknya pada kedua belah pihak. Sejak waktu ity sampai Perang
Dunia 1T Belanda kehilangan enam orang jendral dan ribuan perwira serta prajurit.
Demikian juga dengan Acch vang tidak hanya kehilangan harta dan jtwa,bahkan yang
lebih penting, Acch telah kehilangan kedaulatannya.

Dari latar belakng <ejarah yang cukup panjang inilah masyarakat Aceh menjadikan
Islim sebaga pedoman hidupnya. Islam telah meniadikan bagian dari mercka,
dengan scgala kelebihan dan kekurangan. Masyarakat Aceh amat tuduk kepada ajaran
Islam dan mercka taat scrta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang
menjadi ahli waris Nabi, Penghayatan tethadap ajaran agama Islam dalam jangka yang
panjang itu melahirkan budaya Aceh vang tercermihn dalam kehidupan adat. Adat itu
lahir dari tenungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan
dilestarikan, la disimpulkan menmadi “ adat bak potenmenrenhom, hukom bak Syiah
kaala, Qanun bak putro Phang, Rewsam bak 1 aksamana vang artinya “ hukum adat di

fangan pemermntah dan hukum syarfat ada di tangna ulama”. Kata-kata  ini
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merupakan pencerminandati perwujudan syar’at Islam dalam praktek hidup sehari-
hari bagi masyarukat Aceh. Aceh kemudian dikenal seagai Serambi Mekkah karena
dari wilayah paling barat indlah, kaum Muslimin dari wilayah lain di Nusantara
berangkat ke Tanah Suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945,
masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu karena mareka merasa senasib
dan sepenanggungan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dukungan ini dinyatakan
dengan kerclaan menycrahkan harta dan nyawa untuk tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Petjuangan untuk mengusir penjajahan Belanda di Medan Area
Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan
kedaulatan negara ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat. Aceh kepada Republik
Indonesia.

Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah vang tidak dapat
diduduki olch belanda sehingga Aceh disebut scbagai dacrah Modal bagi perjuangan
bangsa Indonesia. Dalam era memperiahankan kemerdekaan ini peran para ulaina
sanagt menentukan karera melalui fatwa dan bimbingan para ulama ini rakyat rela

berfuanagn dan herkorban mempertahankan Peoklamasi kemerdekaan 17 N
Mas dasar peguangan it pula Aceh mendapat kedudukan tersendini sehingga dengan
Peraruran Pemerintah No.8 / Des/WKPM,/49 tertanggal scbagai satu provinsi yang
berdint sendirt yang lepas das Provinsi Sumateta Utara. Namun sctelah Republik
Indonesia kembali ke negara kesatuan melalui Peraturan Pemerintaj penggants
Undang-uatlangsNo5 Tahud 19501 starus-dhctih Al Rembals ditetapkan menjadh
salah satu ketesidenan dalam Provinsi Sumatera Uitara Ketetapan i menimbulkan
ketdak puasan di kalangan pemumpin dan rakyat Aceh, yang pada akhirnya
menibulkan gejolak perlawanan pada tahun 1953 yang melibatkan hampir seluruh
rakyat Aceh, baik langsung maupun tdak langsung, sehingga Daerah Acch
kehilangan peluang untuk menata diri.

Guna memenuhi aspirasi dan tuntunan rakyat Acch. Pemerintah menetapkan
kembah status ketisedenan Aceh memjadi daerah otonom Provinsi Aceh. Kebnakan
tersebut  tertuang  dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1956tentang”

Pembentukan daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Peruahan Peraturan Pembentukan
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Propinsi Sumatera Utara”.Salah satu faktor yang menentukan dalam menuntaskan
penyelesaian ;masalah keamanan Aceh adalah setelah Pemerintah pusat mengirimkan

satu missi khusus di bawah pimpinan  wakil Perdana Menteri yang memberikan

kekuasaan di Pemerintah Pusat melalu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka penyelenggaraan keistimewaan
Aceh tersebut tidak botjalan sebagaimana mestinya, yang kemudian melahirkan hal-
hal yang tidak sejalan dengan aspirasi daerah.

Ist Keputusan Peradna Menten Republik Indonesia nomor 1/Missi/1959 tentang
Keistimewaan Provins; Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan, yang
sclanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, bahkan di sertaj dengan penambahan peran ulama dalam
menentukan  kebijakan  Daerah, Untuk menindaklanjuti  ketentuan mengenai
Kesstimewaan Aceh terschut dalam suaty undang-undang, Undang—undang vang
mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Dacrah Tstimewa Aceh
Hodmaksudhan ok memberkan Lely basan kepada iaeen dalatn engans
peiaksanaan schingga ke biiakan Dacrah diharapkan lebih akomodatif terhadap

asprrast masvarakat Acch

I1.PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peratutan Dacrah Propinsi  daerah  Istimewa tentang  kewenangan untuk

mengembangkan dan mengatur Keistimewaan berlaku di scluruh Kabupaten/Kota.
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Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) '
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang di maksud dengan mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan
beragama adalah mengupayakan dan membuat kebijakan Daerah untuk mengatur
kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan
dan ketakwaan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Disamping itu, pemeluk agama lain dijamin untuk melaksanakan ibadah agamanya

sesuai dengan keyakinan masing-masing,

pasal 5

Avyat (1)
Yang di maksud dengan lembaga agama adalah lembaga yang hiodup didalam
masyarakat dan berperan dalam mengembangkan kehidupan beragama, scperti Badan
Amil Zakat dan Meunasah.
Kedudukannya masing-masing adalah hubungan dan peran setiap lembaga dengan
lembaga lainnya yang sejenis menurut keadaan yang betlaku saat undang-undang ini
ditetapkan.

Ayat (2)
Lembaga ini tidak merupakan perangkat Daerah sepanjang tidak dibentuk dengan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Cukup jelas.
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Pasal 7
Kemungkinan dipimpin oleh Imum Mukim yang bertugas sebagai koordinator
beberapa Desa
Gampong adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerdintah Daerah,

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional adalah bahwa
kurikulum dalam setap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di Propinsi Daerah
Istimewa Aceh sama dengan kurikulum pada Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menambah muatan local adalah menambah mater; pelajaran
yang berkaitan dengan pelajaran agama,adat dan budaya yang Islami,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasai &

Aval (1)
Peran ulama dalam menentukan kebyjakan Daerah bersifat terus menerus sehingga
dipandang perlu dilembagakan dalam suatu badan, Badan tersebut dibentuk di propinsi
dan dapat juga dibentuk di Kabupaten /kota yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Dacrah.

Ayat (2)
Yang dimaksud independen adalah kedudukan badan yang tidak berada di bawah
Clubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi sejajar.
Pertimbvangan badan tersebuit dapat berbentuk fatwa atau nasthat, baik secara tertulis

maupun secara hisan, yang dapat digunakan dalam pembahasan kebijakan Daerah.

Pasal 10
untuk pembiayaan penyelenggaraanKeistimewaan yang dananya berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dialokasikan Dana khusus melalui dana alokasi khusus

dari Dana Perimbangan.

XVI



Untuk pembiayaan penyelenggaraan Keistimewaan yang dananya berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan dana yang bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas,

Pasal 13

Cukup jelas

AMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA N¢ IMOR 3893
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LAMPIRAN IV ,.i S o

DAN CECGNTI, vt g

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

" UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
OTONOMI1 KHUSUS
BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN . REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : :

a. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-
Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Dactah
vang bersifat kiwusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang;

b. bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh
adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan
hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga
Daerah Aceh menjadi dacrah modal bagi ‘perjuangan dalam merebut dan
mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa untnk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus;

d. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-tahan Daerah serta
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuancan antara
”"’ncr")'ah Pncqf r? 3 manrﬁ 1 Hln ndapn }V’!L"" rr\nnﬂmnunn senent uh msger n! asalausud

dan keistimewaain Miovinsi Daerah Istimewa n»\.nn,

e. bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu disclaraskan dalam
penyelenggaraan pemcrintahan di Provinsi Daerah Istimewa Acch sc,bal,m Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;

f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, ¢, d, dan ¢, pemberian
otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan dengan undang-
undang;

Mengingat :

I. Pasal | ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 B ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945; '

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [V/MPR/1999
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;,

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor [V/MPR/2000
tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor
VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000:

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjch dan
Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
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6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2951); ’

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara-an Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun ‘1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3893);

, Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
(1) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik

()

(4)

(5)

(6)

(7

(8)

(9)

Indonesia vang terdiri atas Presiden beserta para Menteri

Provins: Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provins! Daerali |

Tonoln Khusus Qulan Rerangha Megaia Resatuan Repubiin indonesia.
Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian

penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemecrsatu masyarakat di Provinsi Nanggroe
Acch Darussalam.

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur Propinsi Dacrah Istimewa
Acch,

Pemerintah Dacrah Provinsi Nanggroe Acch Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat
lamn pemerintah. Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPIRD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Legislatif
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. '

Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe .\ceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang
bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sel \gai pelaksanaan
undang-undang  di  wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  dalam rangka
penyelenggaraan otonomi khusus.

Kabupaten, yang selanjutnya discbut Sagoe atau nama lain, adalah Daer:  Otonom dalam
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, vang dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe .tau nama lain.

(10) Kota, yang selanjutnya disebut Banda atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Walikota/Wali Banda atau n. ma lain.
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(11) Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain adalah perangkat daerah Kabupaten/Sagoé dan
Kota/Banda, yang dipimpin olch Camat atau nama lain.

(12) Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang,
terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta
kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain, yang
dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain: '

(13) Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi

pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah

tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan
rumah tangganya sendiri.

(14) Lambang daerah termasuk alam atau panji kemegahan adalah lambang yang mencerminkan
keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BABII
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 2 .

(1) Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam Kabupaten/Sagoe atau nama lain
dan Kota/Banda atau nama lain sebagai daerah otonom.

(2) Kabupzten/Sagoe atau nama lain dan Kota/Banda atau nama lain terdiri atas Kecamatan/Sagoe
Cut atau nama lain.

(3) Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain terdiri atas Mukim atau nama lain dan Mukim terdiri atas
Gampong atau nama lain.

(4) Penyetaraan jenjang pemerintchan di dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang

diperlukan untuk penentuan kebijakan nasional diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam kepada Pemcrintah.

®) Susunan keduduk’m pemenmn an, d'm penyebut’m pemennhhan scb'\ummana disebut pada

Republik Tndonesia

BAB III
KEWENANGAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 3
(1) Kewenangan Provinst Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini
adalah kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.

(2) Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selain yang diatur pada ayat (1) tetap
berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEUANGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Pasal 4
(1) Sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi:

a. pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

b. dana perimbangan;

¢. penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi

khusus;
d. pinjaman Daerah; dan
e. lain-lain penerimaan yang sah.

(U5
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()

(6)

(N
(2)

3)

S

Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: '

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

c. zakat; ' _

d. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya

yang dipisahkan; dan ; '

e. ' lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Dana pefimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah “dana
perimbangan bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan Kota atau nama
lain, yang terdiri atas: '

a. bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bagian dari penerimaan pajak
bumi dan bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen), bea peroléhan hak
atas tanah dan bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen); pajak
penghasilan orang pribadi sebesar 20% (dua puluh persen), penerimaan sumber
daya alam dari sektor kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen),
pertambangan umum sebesar 80%- (delapan puluh persen), perikanan sebesar
80% (delapan puluh persen), pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima
belas persen), dan pertambangan gas alam sebesar 30% (tiga puluh persen);

b. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

c. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dengan memberikan prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c,
berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber
daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu
wohicsar 55% {(Hma puloh Hina persen) uniuk pertambangan minyak buimi dan scbesar 40%
{empat pulliEl pacgen) UQIERE DeswnBERSTn gss 2lgRe lselam delapen iahun  8&jai
berlakunya nndang-undang ini.
Mulai tahun kesembilan setelah berlakunya undang-undang ini pemberian tambahan
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk
pertambangan gas alam. '

Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (%)

antara Provinsi Nangg-oe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur sccara
adil den_an Qanun Provinsi Nanggroc Aceh Darussalam.

Pasal 5

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menerima bantuan dari luar negeri setelah
memberitahukannya kepada Pemerintah.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri
dan/atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.

Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. .

Pinjaman dari sumber 'uar negeri untuk Provinsi Nanggroe Acch Darussalam harus
mendapat persetujuan Dewan Pervakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini
selanjutnya diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Acch Darussalam.

4
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Pasal 6
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat melakukan penyertann modal pada
badan usaha milik negara (BUMN) yang hanya berdomisili dan beroperasi di wilayah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .yang besarnya ditetapkan bersama dengan
Pemerintah. ' ' "

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam. > '

Sebagian pendapatan Pemerintah yang berasal dari pembagian keuntungan badan usaha
milik negara (BUMN) yang hanya beroperasi di Provinsi Nanggroe Aceli Darussalam
yang besarnya ditetapkan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam digunakan untuk peningkatan-kesejahteraan masyarakat di Daerah yang
bersangkutan,

Pasal 7

Perubahan dan perhitungan Anggaran Péndapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (APBDPNAD) ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. : '

Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pendapatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf a, ayat (4), dan ayat (5) dialokasikan untuk biaya pendidikan di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (APBDPNAD), perubahan dan perhitungannya serta

pertangaungjawaban dan pengawasannya’ diatur dengan Qanun Provinsi Nanggioe Acen
Darussalam.

LEWP
CAMBANG TERMASUK AT AM
Di PROVINST NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Pasal 8
Provinsi Nanggroe Acch Darussalam dapat menentukan lambang  Dacrah, yang di

dalamnya temasuk alam atau panji kemegahan, yang mencerminkan keistimewaan dan
kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Lambang Daerah, yang di dalamnya termasuk alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diperlakukan scbagai bendera kedauiatan di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, '

BAB VI
LEMBAGA LEGISLATIF
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 9

Kekuasaan legislatif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanoeroe Acch Darussalam mempunyai
b ag puny
fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan Dacrah.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai
wewenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan undang-undang,
ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak
angket dan hak mengajukan pernyataan pendapat. - :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai
kewajiban untuk mempettahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak
imunitas. -

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.

Petaksanaan xetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2); ayat (3), ayat 4),

ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. '

BAB VII
WALI NANGGROE DAN TUHA NANGGROE
SEBAGAT PENYELENGGARA ADAT, BUDAYA, DAN
PEMERSATU MASYARAKAT

Pasal 10

Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi

pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan
dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Haldhat sebacaimana dimaksud oada ich
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BAB VIII
BADAN EKSEKUTIF
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 11
Lembaga Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Gubernur
vang dibantu cleh seorang Waki! Gubernur dan perangkat Daerah.
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertanggung jawab dalam penetapan
kebijakan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di luar yang terkait dengan tugas teknis
kepolisian.
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena jabatannya adalah juga wakil
Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung
Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Presiden. :

Pasal 12

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dipilih secara
langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia
serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
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(2) Seseorang yang dapat ditetapkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur
Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam adalah warga negara Republik Indonesia dengan
syarat-syarat: - .

a.  menjalankan-syariat agamanya;
b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah
yang sah; .
¢. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang
sederajat; ‘

berumur paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun;  ° _

sehat jasmani dan rohani; )

tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan '

tidak pernah menjadi warga negara asing.

5 e mhoe o

Pasal 13

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan
oleh Komisi; independen Pemilihan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang
masing-masirig dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

Anggota Komisi Independen Pemilihan terdiri atas anggota Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia dan anggota masyarakat,

Anggota Ke-aisi Pengawas Pemitihan terdiri atas unsur anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, unsur pengawas pemilu nasional, dan anggota masyarakat yang independen.

Pasal i4
(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam
dilaksanakan melalui tahap-tahap: pencalonan, pelaksanaan pemilihan. serta pengesahan
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pendaftaran  dan  sclekst  administratif pasangan bakal calon olch Komisi
Independen Pemilihan

b. pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon di depan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Provinsi Nanggroc Aceh Darussalam; .

C. penetapan pasangan bakal calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nanggroe Aczh Darussalam: A

d. konsultasi pasangan bakal calon-oleh Dewan Pervalkilan Rakyat Dasimal Provins
Nanggroe Acch Darussalam kepacda Pemerintah;

€. penetapan-pacangan calon ofeh Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi
Nanggroe Acch Darussalam; dan

f.° pendaftaran pemilih olch - Komisi Independen Pemilihan- bersama dengan
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. -

(3) Tahap pelaksanaan pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan
secara langsung oleh masyarakat pemilih serentak pada hari yang sama di seluruh
wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; :

b. penghitungan suara secara transparan dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh
Komisi Independen Pemilihan;

¢. penyerahan hasil penghitungan suara oleh Komisi Independen Permilihan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:; dan

A pengesahan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
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Tahap pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih meliputi:

a. penyerahan hasil pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;

b. pengesahan Gubernur dan 'Wakil Gubernur terpilih oleh Presiden; dan

c. .pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam’ Negeri atas nama Presiden dan
pengangkatan sumpahnya yang dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah
Provinsi Nanggroe Acch Darussalam dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pengawasan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dilakukan
oleh Komisi Pengawas Pemilihan.

Hal-hal lain mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam yang belum diatur dalam undang-undang ini dapat diatur lebih lanjut dalam
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 15
Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain dilakukan
sesuai dengan ke‘tentuan Pasal 12; Pasal 13, dan Pasal 14.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 disesuaikan dengan kepentingan
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali :

a. penyerahan hasil pemilihan “oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota atau nama lain kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

b. pengesahan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ata: nama lain
terpilih o.eh Menteri Dalam Negeri: dan

c.- pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain oleh
Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan pengangkatan stinaling
diraRukan dvhadapan Kerva Mahkamah Svar’ivah dalam Sidane Parimiirna Daws)

Pvakiian Rokyst Daarali Kabupaien/Kole atau nama lain.
Penyesuaian sebagzaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam. '

Pasal 16
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan paling cepat 5 (lima)
tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dimungkinkan
pelaksanaannya, atas rekomendasi Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pengawas
Pemilihan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB IX
PEMILIH DAN HAK PEMILIH

Pasal 17

Pemilih adalah warga Negara Republik [ndonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau yang sudah
pernah nikah dan hak pilihnya tidak sedang dicabut oleh pengadilan.



Pasal 18

Pemilih di Provinsi Nangg*oe Aceh Darussalam, sebagalmana dimaksud dalam Pasal 17,
mempunyai hak:

a.  memilih Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah;

b. mengawasi proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. mengajukan penarikan kembali (recall) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d

mengajukan pemberhentlan sebelum habis masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

o

mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan pemerintahan Daerah;

f.  mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam; dan

g. mengawasi penggunaan anggaran. ‘

Pasal 19 '

Hak-hak pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diatur lebih lanjut dengan Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

M

(6)

(7

Pasal 20

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau nama
lain dapat berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini
dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau nama lain
dapat berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Oanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB X
KEPOLISIAN DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 21

Tugas  kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
quusswhm sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melaksanakan kebijakan
teknis hepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang keamanan.

Kebijakan mengenai keamanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikoordinasikan oleh
Kepala Kepolisian Daerah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal-hal mengenai tugas fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.

Pelaksanaan tugas fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang
ketertiban dan ketenteraman masyarakat diperianggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian
Daerah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan perscwujuan Gubernur.,

Pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 'ndonesia.
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(8) Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertanggung jawab
“kepada Kepala Kepolisian Negara ‘Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian dj
. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka pelaksanaan tugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

(1) Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik
Indonesia Ji Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat,
dan kebijakan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara
Republik Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi kurikulum muatan
lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. '

(3) .Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal *
dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(4) Penempatan perwira, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar
Aceh ke Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan atas
keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem
hukum, budaya, dan adat istiadat di daerah penugasan. '

Pasal 23

Hal-hal mengenai pendidikan dan pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Neyara Republik Indoncsia.

PRSI ON]

BAB X1
KHESATES A
CRENANGGROE ACE 14218y SHRY ]
Pasal 24
(1) Tugas kejaksaan dilakukan oleh kejaksaan Provinsi Nangaroe Acch Darussalam sebagai
bagian dari Kejaksaan Agung Renublik Indonesia.
(2) Pengangkatan Kepala Kejaksaan “Tinggi Provinsi Nanggroe Acch Darussalam dilakukan
oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dilakukan oleh Jaksa Agung.

Ui

BAB XII
MAHKAMAH 3YAR’1YAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
' Pasal 25
(1) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem

peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak
mana pun.

(2) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas
syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama
Isfam.
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Pasal 26

(1) Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas
Mahkamal Syar’iyah . Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagai
pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat
banding di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Mahkamah Syar’iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

(3) Hakim Mahkamah Syar’iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala
Negara atas usul Menteri Kehakiman. setelah mendapat pertimbangan Gubernur Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung.

BAB XIIT
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Sengketa-wewenang antara Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan

lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan
tingkat terakhir. :

Pasal 28

Susunan organisasi, perangkat Daerah, jabatan dalam pemerintahan Daerah, dan peraturan
perundang-undangan yang ada tetap berlaku hingga dibentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 29
Semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan undang undang
ini dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

E 130
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Darussalam sesuai dengan yang dimaksud dalam undang-undang ini

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Pasal 32

Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini secara bertahap harus telah dibentuk paling lambat
dalam masa satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

Pasal 33
Perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbanean
S = <3 g
Dewan Perwa'.ilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggioe Aceh Darussalam.

Pasai 34

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar ‘setiap orang mengetah,tlinya, memerintahkan pengundangan undang—undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2001 .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
M'EGAWATI SOEKARNOPUTRI

Dlundangkan diJakarta -

pada tanggal 9 Agustus 2001
- SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .'2001 NOMOR 114
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' PENJELASAN
, ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG

OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM .

L}

I. UOMUM : '

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang sejak awal sudah didiami secara turun-temurun oleh suku Aceh, suku Gayo,
suku Alas, suku Aneuk Jameie, suku Kluet, suku Tamiang, suku-suku di berbagai kepulauvan,
dan suku lain, yang dalam perkembangan selanjutnya dihuni juga oleh para pendatang.

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh saat ini terdiri-dari 11 (sebelas) kabupaten yaitu
Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeuleu, Aceh
Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah, serta 4 (empat) kota yaitu Kota
Banda Aceh, Sabang, Lhokscumawe, dan Langsa, terletak di wjung utara Pulau Sumatera
mempunyai batas-batas:

a. sebelah utara dengan Selat Malaka;

b. sebelah selatan dengan Provinsj Sumatera Utara,

¢. sebelah timur dengan Selat Mafaka; dan

d. sebelah barat dengan’ Samudra Indonssia.

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan
pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bag; munculnya ketidakadilan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan
masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk
reaksic Apahila hal tersebut tidak ceaera direspons dengan arf dan bijaksana, maka akan dapa
mengancanm Rewtuhan Negara Kesatuan Republik indonesia. Tancoanan terhadan Ll teresby
LEiupa perubahan kebijakan penyeienggaraan pemerintahan daerah bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagaimana ditetapkan dalam: ’

a. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 telah mengamanatkan dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/IMPR/1999, antara lain
memberikan Otonomi Khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

b. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000
telah dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia, antara lain dalam Pasal 18B ayat (1) mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan undang-undang; dan

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Raf(yat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000
- telah merekomendasikan agar Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah
Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya butan Mei 2001.

Sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi Nusantara, memperlihatkan bahwa
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah tersebut telah mampu menata
kehidupan kemasyarakatan yang unik, egaliter, dan berkeseimbangan dalam menyiapkan
kehidupan duniawi den ukhrawi. Sebuah semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi
pegangan wmum yakni "ddat bak Po Teumeureuhom; hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak
Putro Phang, Reusam bak Laksamana" (adat dari Sultan, hukum dari Ulama, Qanun dari Putri
Pahang, reusam dari Laksamana). Semboyan ini masih dapat diartikulasikan dalam perspektif
modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.
Tatanan kehidupan yang demikian itu, sangat memungkinkan untuk dilestarikan dalam
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kehidupan berbangsa dan bernegara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut
semboyan Bhinneka Tunggal ka. : ‘ ' ’

Dengan berlandaskan kcpada dasar hukum dan nilai sejarah di atas, maka untuk Provinsi
Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu untuk mendapatkan kesempatan  menyelenggarakan
pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Undang-undang ini pada
prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang
merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.

Kewenangan yang berkaitan dengan bidang pertahanan negara merupakan kewenangan
Pemerintah. Dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepéntingan
pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam yang tidak bersifat rahasia, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. i '

Hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian Kesempatan yang lebih luas untuk
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan
memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia. menumbuhkembangkan
prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran scrta masyarakat, menggali dan
mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat
Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat,
Untuk melaksanakan berbagai kewenangan dalam rangka kekhususan, Pemerintah membuka
peluang untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
termasuk kemungkinan tambahan nenerimaan selain vane telah diatur dalam uidane

Ciiddiig-uiidaing ol mencmpaixan Uik berat otonomt khusus pada Provinsi Nangoroe Aceh
Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain
secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan
penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih
bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-
nilai luhur mas yarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan
mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis dan Mahkamah Agung berwenang
nelakukan uji materiil terhadap Qanun.

Dalam hal pemberian otonomi khusus sebagaimana dimaksud undang-undan« ini, Pemerintah
berkewajiban memfasilitasi dan mengoptimalkan perannya dalam raruka  percepatan
pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

I1. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
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Pasal 4
Ayat | )
Cukup jelas
Ayat 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dapat mengurangi kewajiban membayar pajak bagi pembayar zakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, tetapi tidak meniadakan kewajiban membayar pajak.

Huruf d
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Ayat 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf'b
Cukup jelas
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan pemberian prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah
mengutamakan bagian dari dana alokasi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan Uadang-undane Nomor 44 Tahun 1969 vape

TEET1S

Ayalini merupakan pelaksanaan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
IVIMPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam
Penyelenggaraan Otonomi Dacrah. Penerimaan Pemerintah Dacrah Provinsi Nanggroc Acch
Darussalam dalem rangka otonomi khusus ini disalurkan olch Pemerintah kepada Kas Dacrah
Provinsi, Kabupaten, Kota atau nama lain, yang pendistribusiannya dilakukan sesuai
mekanisme yang disepakati bersama dan besarannya untuk masing-masing Kabupaten/Kots
atau nama lain ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan verdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasilnya disampaikan kepada Pemerintah {Daerah..Apabila dianggap perlu Pemerintah dan
Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Acch Darussalam dapat menunjuk auditor independen di
bawah pengawasan badan atau institusi yang berwenang, guna mendapatkan akses informasi
yang diperlukan untuk transparansi penerimaan yang berasal dari sumber daya alam dimaksud.

Tahun pertama tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang dimaksud dalam
undang-undang ini adalaih Tahun Anggaran 2002.

Ayat 5
Cukup jelas
Ayat 6
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
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Pasal 6
Ayat 1 .
Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah BUMN yang modalnya

terdiri dari saham-saham yaitu Perusakaan Perseroan (PERSERO), tidak termasuk BUMN yang
berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN).

Yang dimaksud dengan hanya "berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam" yaitu BUMN yang melakukan kegiatan usahanya hanya di wilayah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat3

Pembahasan antara Pemerintah dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah rapat umum pemegang saham (RUPS). Pembayaran
pendapatan Pemerintah yang berasal dari keuntungan BUMN kepada Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran dividen bagian Peinerintah.

Pengalokasian untuk tiap Kabupaten/Kota atau nama lain selanjutnya diatur dengan Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalain,

Pasal 7
Ayat |
Cukup jelas
Ayat 2
Undang-undang ini mewajibkan penyisihan 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan Provinsi,
Kabupaten dan Kota atau nama lain dari hasil perimbangan scbagainiana dimaksud Pasal 4 ayat
(3) huruf a dan pencrimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat
(4) dan atau ayat (5) untuk keperluan pendidikan masyarakat. Ketentuan ini merupakan
pengaturan vane berbeda dalam rancka peninekatan keseiahtoran niasvarakat
Ayai b
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat |
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Ayat 6
Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah hak bagi anggota DPRD untuk tidak dapat dituntut
di muka Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat
DPRD baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan maupun tertulis, kecuali
Jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk

dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud olch ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara
sebagaimana diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KULIP).

16
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Ayat 7

Yang dimaksud dengan scbesar 125% (seratus dua puluh lima persen) adalah scratus dua puluh
lima dibagi seratus dikalikan dengan jumlah anggota yang ditetapkan undang-undang, yang
berkenaan dengan pemilihan umum dengan pembulatan ke atas.

Ayat 8
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Yang dimaksud dengan tugas teknis kepolisian adalah tugas-tugas sebagaimana terkandung

dalam Hukum Acara Pidana dan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun
1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat 3

Cukup jelas ' '
Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 12
Ayat |
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemerintah yang sah adalah tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk itu.
Huruf ¢
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas °
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
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Pasal 14
Cukup jelas .
Pasal'15
Ayat |
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3 ’
Penyesuaian sebagaimaria dimaksud dalam ayat ini tidak diartikan untuk memberhentikan
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain yang sedang menjabat
sebelum habis masa jabatannya. .
Pasal 16
Ayat |
Sesuai dengan ketentuan ini, pelaksanaan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahin sejak undang-undang ini diundangkan untuk

memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat mempersiapkan perangkat
penyelenggara-annya, kondis; yang kondusif dan sosialisasinya. -

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 17 l
Cukup jelas

Pasal 18 "

tak pemilih yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat digunakan setelah pelaksanaan
pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Hurufa
Cukup jelas
Fiuruf b
Cukup jetas
Huruf¢

Yang dimaksud dengan hak mengajukan penarikan kembali (recall) anggota DPRD adalah hak
pemilih dengan alasan yang objektif untuk mengusulkan secara tertulis agar anggota DPRD
ditarik dari keanggotan DPRD melalui tata cara atau prosedur yang sesuai dengan peraturan
perundangan termasuk undang-undang tentang pemilihan umum. Dengan demikian, diakuinya
hak ini tidak berimplikasi apa pun terhadap sistem pemilihan anggota DPRD, kecuali
dikehendaki oleh undang-undang vang mengaturnya.

Hurufd
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
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Pasal 21
Ayat | -
Cukup jelas
Ayat 2
Yang dimaksud dengan teknis kepolisian di bidang keamanan adalah meliputi semua kegiatan

* yang membutuhkan profesionalisme kepolisian mulai dari hal-hal yang bersifat pre-emptif,
preventif, represif non yustisial dan represif pro yustisial.

Ayat 3 .
Kebijakan yang perlu dikoordinasikan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

adalah kebijakan keamanan yang mencakup empat aspek yaitu ketertiban dan ketenteraman
masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.,

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6 ' !

Persetujuan Gubernur dapat diberikan secara lisan mau;sun tertulis paling lama dalam waktu

tujuh hari kerja. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan keamanan, Kapolri mengangkat

pejabat sementara Kapolda sambil menuaggu persetujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. :

Ayat 7
Kapolri berwenang penuh memberhentikan Kapolda tanpa meminta persetujuan Gubernur

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dalam hal-hal tertentu Gubernur Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam dapat memberi pertimbangan Kepada Kapolri untuk memberhentikan
Kapolda.

Ayat 8

Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat |
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Jaksa Agung Yerwenang penuh memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroé
Aceh Darussalam tanpa meminta persctujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dan dalam hal-hal tertentu Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat memberi
pertimbangan kepada Jaksa Agung untuk memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26 |
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas
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Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29°
Cukup jelas ;

Pasal 30
Cukup jelas _

Pasal 31
Cukup jelas '

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas '

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4134
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LAMPIRANV

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PERADILAN SYARI'AT ISLAM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM '
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Menimbang: 2. bahwa di daerah Aceh, sejak tanggal 1 Agustus 1946 telah d bentuk mahkamah syaf‘tyah

yang mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan Agama Islam yang mempunyai
kewenangan absolut sebangaimana ditentukan dalam keputusan Badan Pekeria Dewan
Perwakilan Aceh tanggal 3 Desember 1947 Nomot 35;

b.bahwa untuk membei dasar hukum kepada Mahkamah Syar'iyah tersebut, berdasarkan
pasal 1 ayat (4) Undang-undang Darurat Nomor 1 tshun 1951 telah di keluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tzhun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar“iyah di Provinsi Aceh, yang selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 tahun 1957 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sepertih yang telah
dibentuk di Aceh, dibentuk iuga untuk daerah-daerah lainnya diluac Jawa-Maduca,

c.bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 fentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman 10. Undang-undang Nomor 14 rmhun 1970, Pengadilan
St e o SR Sl v el sebagm salah sani hadan peradifan dala
SRpERig o poniian ARG ydilg batwenang meiakukan kekuasaan kehakiman dalum
wilayah Negara Kesatuaan Republik Indonesia, sealnutnya dalam Undang-undang Nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah diseragamkan atau
discderhanakan dengan tanpa sebutan Mahkamah Syat'tyah.

d.bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah
Istimewa aceh sebagai Provins Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan Mahkamah
Syar“iyah scbagai Peradilan Syaniat Islam dengan kompetisi absolutnya vang diperluas dan
dapat diarr dengan ganun scsuai denagan aspirasi, hasrar dan runtutan masyarakat.

ebahwa schubungan dengan pettimbangan tersebut,dan - melaksanakan Undang-undang
Niomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Daerah Istimewa Acch
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menetapkan Qanun
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang mengatur susunan, kekuasaan, hukum materil

dan formil Peradilan Syariat Istam yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.,

Mengingat - 1.A-Quraul karim;

2.A- adisr



3.Undang-undang 1945

+.Undang-undang Nomor 24 tahun 19556 tetang Pembentukan Daerah  Otonomi Provinsi
Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nom¢ 64, Tambahan
Lembaran Negata Nomor 1103 )

5.Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2951 R

6.Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkanmah Agung ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316) :

7.Pasal 52 ayat (2) Undang—undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Negara Non!or
3400);

8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerh ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803 3

9.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan antara

Lembaran Negara Nomor 3848 %

1(‘).UndangAundang Nomor 44 Tahun 1999 tentang, penyelengaraan Kestimewaan Provins;
Daerah Isimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 ¥;

L Tercha R i ORI Tahun 2001 SRERT o amiIeH, oy g Danrah Terimen
oan BB o Tiowing INanggroe Aceh Danissalam { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134 );

12 Perauran Pemerintah  No.29 Tahun 1957 tentang  Pembentukan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah di provinsi Aceh.

13.Undang-undnng Nomor 44 mhun 1999 tentang Penyelengaraan Keitimewaan Provinsi
Daerah Istmewa Aceh (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomar 172, Tambahan Negara
Nomor 3893 j;

4 Peraruman Daceah Provinsi Daerah  Ishmewa Aceh Nmor 5 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Syari‘at Islam ( Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tstimewa Aceh Tahun 200
Nomor 30),

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PERADILAN
SYARI'AT ISLAM

BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

~

Pasal 1

Dalam qanun ini dimaksudkan dengan :

L. syaria‘at Islam adalah tuntutzn ajaran Islam dalan semua aspek kehidupan.

2. peradilan Syariat 1slam adalah bagian das sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah
Syariyah yang bebas dari pengacuh pihak manapun.

3. mahkamah adalah Mahkamah Syat'iyah di Kabupaten / Kot dan Mahkamah Syar‘iyah Ptovinsi di
Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

4. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Syariyah dan Hakim Tinggi pada Mahkamah Syar'iyah
Provinst;

5. juru Sita dan Juru Sita Penggar:ti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti Mahkamah Syar'iyah;

6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat-perangkat daerah otonom yang ain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;

7. Gubernur adalah Gubernur Provins; Nanggroe Aceh Darusalam;

8. Menteri adalah Menteri Agama dzn atau Menteri Kehakiman Republik Indanecia:

L3

9. Mahkamah Agug adalah *Mahkamah agung Republik Indonesia

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2
I.~ Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang melaksanakan peradilan Syariat Islam yang bebas
dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
2. Mahkamah Syac'iyah sebagai mana, tersebut pada ayat 1 mempakan pengembanga dari pada
Pengadilan Agama yang telah ada;

Pasal 3
L. Kekuasaan kehakiman di lingkuangan Peradilan Syari‘at Islam dilaksanakan
oleh
2. Mahkamah Syar'iyah;
b.  Mahkamah Syar’iyah Provinsi;

N

kekuasaan kehakiman di lingkiungan Peradilan Syari‘at Islam berpuncak pada Mahkamah Agung
sebagai Peradilan Negara Tertingg.
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Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan
Pasal 4
1. Mahkamah Syar'iyah betkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota yang daerah hukumnya meliputi .
wilayah Kabupaten / kota.
2. Mahkamah Syar'iyah Provinsi berkedududkan di Tbukota Provinsi dan Daemh hukumnya meliputi
wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 5
1. Pembinaan tehnis Peradilan Syari“at Islam dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan leh Mentes dan / atau Gubemur;
3. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (D) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi
kebebasan Hakim Jdalam menieriksa dan memutuskan pekara.

BABI1
SUSUSNAN MAHKAMAH

Malikarmah terdin dar
[ Mahkamah Syar'iyah sebagai pungadilan tingkat pertama.
2. Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat bz nding.

Pasal 7
Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Svar tyah Provinsi dibentuk dengan Qanun,

Pasal 8

I. Susunan Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru
Sita.

2. Susunan Mahkamah Syat'tyah Provinsi terdiri dasi Pimpinan, Hakim Angygota, Panitera, Sekretaris.

3. Selain yang tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas, dalam menyelesaikan kasus tertentu sesuai dengan
kewenangannya dapat diangkat Hakim Ad Hoc pada Mahkamah.

4. Bagan Susunan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam lampitan merupakan bagian yang tidak tecpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9
1. Pimpinan Mahkamah Syat'iyah terdiri dari seorang ketua dan seorang Wakil Ketua.
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2. Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Provinsi terdin dari seorang ketua dan seorang Wakil Ketua,

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Juru Sita.

Paragraph 1
Ketua, Wakil Ketua dan Hakim.,

Pasal 10
1. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

2. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dengan
Undang-undang dan atau Qanun ini.

Pasal 11
1. Pembinaan dan pengawasan umum tethadap Hakim sebagai Pejabat dilakukan oleh Menteni dan
Gubernur.
2. Pembinaan dan pengawasan dalam bidang hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) tidak boleh

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Pasal 12
t Lomk depat ol meujadi Hakim pada Mahkamah Syat'tyah seorang calon hamis memenuh;
svarat sebagar hertkur |
a. Wargn Negara Indonesia.
b. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SW'T
C. Setia kepada Pancasila dan UUD-1945
d. Pegawai Negeri Sipil
e. Safana Syariah atau Sagana Hu .m atau dayah setara Perguruan Tinggl yang menguasai
Hukum !slam.
f. Berumur serendat-rendahnya 25 tahun
g Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
2. Untuk dapat diangkat menjudi ketua dan wakil ketua Mahkamah Syar'igah diperiuhkan pengalaman
sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai Hakim Mahkamah Syar iyah.

Pasal 13
I Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada mahkamah Syar‘iyah provinsi, seorang calon harus
meemnuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.  Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) hurufa, b, ¢, d, e.
b.  Berumur serendah-rendahnya 40 tahun.
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¢ Bermenglaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah
Syar'iyah, atau 10 tahun sebagai Hakim Mahkamah Syar‘iyah.

2. Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dipedukan pengalaman

sekurang-kurangnya 8 tahun sebagai Hakim Tinggi atau sekurang-kurangnya 3 tahun bagi Hakim
Tinggi yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Syar’iyah.

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, diperdukan pengalaman sekurangl-
kurangnya 10 tahun sebagai Hakim Tinggi atau sekurang-kutangnya 5 tahun bagi Hakim Tinggi yan,
pemnah menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat-syarat sebagai  berikut :

1.
2.

Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) hurufa, b, ¢, e, f dan g
Mempunyai keahlian / kepakaran di bidang hukum tertentu.

Pasal 15
Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Gubernur dan
persetujuan ketua Mahkamah Agung,
Keni dan Wakil Ketua Mahkamah diangkai dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas

Usul Gubernur.

Pasdilite
el memengku abamnnya Ketua, Wakil Ketua dan Hakim waji) mengucapkan sumpah menunut
Syati'at Islam, yang betbunyi sebagai berkut :
“ Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau
tidak langsung dengan mengguna’ +n nama atau cura apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan
barang sesuatu kepada siapa pun jug. ’. ’
“ Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini Gdak
sekali-kali akan menerima alngsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau
pemnbenan €,
“ Saya bersumpah bahwa saya akan setia kapada syari‘at Islam, Pancasila dan UUD —1945 serta segala
undang-undang dan peraturan lain yang berTku bagi Nanggroe Aceh Darussalam”.
" Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujug, seksama dan
dengan tidak membeda-bedakan oaring dan akan berlaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan
sebaik-baiknya sepertih layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mahkamah yang berbudi
luhur dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan™.
Wakil Ketua dan Hakim pzda Mahkamah Syat'iyah diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah

Syar'iyah.
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Wakil Ketua dan Hakim 1 inggi pada Mahkamah Syat’iyah diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah
Syar'iyah Provinsi.
Ketua Mahkamah Syat'iyah Provinsi diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung,

Pasal 17

Kecuali ditentukan lain olel, atau berdasarkan Undang-undang dan Qanun, Hakim tidak boleh
merangkap menjadi :

2. Pelaksanaan Putusan

b. Wali Pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatuperkara yang di petiksa olehnya.

c.  Pengusaha.
Hakim tidak bolh merangkap menjadi Penasihat Hukum,
Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selin jabatan sebagaimana yang dimaksud dalarn ayat
(1) dan (2) diatur lebih lanjut cleh Ketua Mahkamah Agung dan atau Qanun.

Pasal 18
Ketua, wakil Ketua dan Hakim diberhentikan dengan hormat dar jabatannya karena :
Permintaan sendin
b.  Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
¢ Telah berumur 65 tahu bagi Ketua, Wakil Ketwa dan Hakim Mahkamah Syar‘iyah Provins;.
d.  Temyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
Wi Wikl Rerua dan {lakim vang menmggal duna dengan sendinnys berhenti dengan hormar dar

HYATANGV A
I3

Pasal 19

Ketua, wakil Ketua dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan
alasan :

a.  Dihukum karena bersalah melakukan kejahatan jinayat.

b.  Melakukan perbuatan tercela

¢ Terus menerus melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas pekenaannya.

d. Melnggar sumpah jabatan.

€. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Pengusulan pemberhentian tidak dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan di beri kesempatan secukupnya untuk membela
diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
Pembentukan, susunan dan tata kefa Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan din

ditetapkan oleh qanun.

Pasal 20
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Scorang Hakim yang dib=thentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai
Negeri.

Pasal 21
1. Ketua, Wakil Ketua dan Hakimsebelum dibethentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Gubernur setelah
mendapat pertimbangan Majelis Permu syawatatan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22
L. Apabila tethadap seorang Hakin) ada perintah penangkapan yang dikuti dengan penahanan dengan
sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dani jabatannya,
2. Apabila seorang Hakim dituntut di muka Mzhkamah dalam perkara Jinayat tanpa ditahan, maka ia
dapat dibetikan sementara dari jabatanya.

Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan

hormat dan pemberhentian semeritara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian diatur dengan
ganun.

Pasal 24
1. Kedudukan Protokoler Hakim diatur dengan Keputusan Gubermnur,
Pimpinan Mahkamah adalah salah satu unsur Pimpinan Daerah.
3. Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi ketua, Wakil Ketua dan Hakim diatur dengan

19

keputusan Presiden dan atau keputusan Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi Nangproe
Aceh Darussalam,

Pasal 25
Ketua, Wakil ketua dan Hakim dapat ditangkap atau di tahan hanya atas perintah Jaksa Agung dan
Gubermur kecuali dalam hal :
1. Tertangkap tangan melakukan perbuatan Jinayat.
2. Disangka telah melakukan kejahatan Jinayat yang diancam dengan hukuman mati,atau;
3. Disangka melakukan kejahatan Jinayat terhadap keamanan negara.

Paragraf 2

Panttera
Pasal 26
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L. Pada setiap Mahkamah di tetapkan adanya kepaniteraan yang di pimpin oleh seorang Panitera,

2. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar’iyah dibantu oleh seorang wakil Panitera,
beberapa Panitera Muda, bebetapa Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar‘iyah Provinsi dibantu oleh seorang waki -
Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti.

Pasal 27

2. Warga Negara Indonesia.

b.  Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT

¢ Setia kepada Pancasila dan UUD-1945

d.  Benjazah serendah-rendahnya Sasjana Syariah atau Safjana Hukum yang menguasai Hukum Islam.

e. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 tahun sebagai Panitera
Muda Mahkamah Syar“iyah.

Pasal 28
Untuk dapar diangkat Paniters Mahkamah Syat'iyah Provinsi seorang calon harus memenuhj syarat-syarat
sebagai bertkut :
4. Syarat-syacat schagai dimaksud dalam Pasal 27 hurufa, b, ¢ dan d
Bespengalaman sckurang-kuranenva 4 tahun sebagai Wakil Paritera aran & mhon sehaoar Panirer,

Muda Mahkainah Syat 1yan Provins: atau 4 tahun sebagai Panitera Mahkamah Syar’tyah.

Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Syariyah seorang calon harus memenuhi syacat-
syarat sebagai berikut :
4. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurufa, b, e dan d
b.  Bempengalaman sek Jrang-kurangnya 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 6 tahun sebagai Panitera
) Penggantt Mahkamal, Syar’ivah.

Pasal 30
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Syat’iyah Provinsi seorang calon harus
memenuhi syarat-syarat sebagat berikut :
a.  Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurufa, b, ¢ dan d.
b.  Betpengalaman sekurang-kuzangnya 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 7 tahun sebagia Panitera
Pengganti Mahkamah Syar'iyah Provinsi atau 4 tahun sebagai Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 31
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Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi syaru:-
syarat sebagai berikut :

a.  Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurufa, b, ¢ dan d.

b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar‘iyah.

Pasal 32
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Provinsi seorang calon harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurufa, b, ¢ dan d.
b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Provinsi
atau 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 8 tahun sebagai Panitera Pengganti atau menjabat Wakil
Panitera Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 33
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhi
Syarat-syarat sebagai berikut :
a.  Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurufa, b, c dan d.
b. Bempengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Pegawai Neged pada Mahkamah Syac iyah.

Pasal 34
LRI dapal diangkar mengadi Panicera Pengeantt Mahkamah Syat'ivah Provinsi  seomne calon hamis
Remnenui Syaial-ayaral sebagas benkur :
A Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurufa, b, c dan d.
b.  Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah atau 10
tahun schagai Pegawai Negeri pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Pasal 35
1. Kecuali di tentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang dan atau Qanun, Panitera tidak boleh
merangkap menjadi Wali Pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia
bertindak sebagai Panitera.
2. Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasehat Hukum.
3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung,

Pasal 36

Panitera, Wali Panitera, Panitera Muda dan Panitera Penzganti Mahkamah diangkat dan diberhentikan dar

jabatannya oleh Gubernur.
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Pasal 41
Sebelum memengku jabatannya Juru Sita dan Jutu Sita Pengganti diambil sumpahnya oleh Ketua
Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.
Bunyi sumpahnya sebagai berikut :
 Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau

tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atay menjanjikan

barang sesuatu kepada siapa pun juga”. : ~

* Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak
sekali-kali akan menerima alngsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau
pemberian .

* Saya bersumpah bahwa saya akan setia kapada syari“at Islam, Pancasila dan UUD -1945 serta segala
undang-undang dan peraturan lain yang bertku bagi Nanggroe Aceh Darussalam®.

“ Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan
dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berdaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan
sebatk-baiknya sepertih layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mahkamah yang berbudi
luhur dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 42
Kecual duenrukan fan oleh atau berdasarkan peraturan perundangan, Juru Sita, Juru Sita Pengganti,

tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di

dalamnya ia senditi berkepentingan.

[

Jutu Sita tidak boleh merangkap Penasehat Hukum.
3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita, Juru Sita Pengganti sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Gubemur.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 43
Pada setiap Mahkamah ditetapkan adanya Sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretards dan dibantu
oleh Wakil Sekretass.

Pasal 44

Panitera Mahkamah merangkap Sekretaris Mahkamah.

Pasal 45



Pasal37

Sebelum memangku jabatannya Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti diambil

sumpahnya oleh Ketua Mahkamah yang bersangkutan.

Bunyi sumpanya sebagai berikut :

)

“ Wallahi, demi Allah, saya betsumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau
tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan
barang sesuatu kepada siapa pun juga”.

* Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuaty dalam jabatan ini tidak
sekali-kali akan menerima alngsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu fanji atau
pemberian .

“ Saya bersumpah bahwa saya akan setia kapada syari‘at Islam, Pancasila dan UUD —1945 serta segala
undang-undang dan peraturan lain yang berlku bagi Nanggroe Aceh Darussalam”.

“ Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menijalankan jabatan saya ini dengan jujut, seksama dan
dengan tidak membeda-bedakan oating dan akan belaku dalam menjalankan kewajiban saya dengan
sebaik-baiknya seperth layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mahkamah yang berbudi

luhur dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Paragraf 3
Junu Sita

1sal 3R
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Pasal 39
untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagat berkut :
Warga Negara Indonesia.
Beragama Islam dan bertagwa kepada Altah SWT
¢ Seta kepada Pancasila dan UUD-1945
d.  Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Atas.
e.  Betpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita Pengganti.
Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
a.  Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufa, b, c dan d
b.  Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (ima) tahun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 40

Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah.
Jutu Sita Pengganti diangkat dan dibechentikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.
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Untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris Mahkamah Syat'iyah, seorang calon harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :

2. Warga Negara Indonesia.

b.  Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT

C.  Setia kepada Pancasila dan UUD-1945

Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Syariah atau Sagana Hukum atau Satjana Administrasi yang

o

menguasai hukum Islam.,

¢ Berpengalaman di bidang Administrasi Peradilan.

Pasal 46
Untuk dapat diangkat Wakil Sekretaris Mahkamah Syar'iyah seorang calon harus memenuhj syartat-syarat
sebagai berikut ;
a.  Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 hurufa, b, c dan e
b.  Betijazah Satrjana Muda Syari‘zh atau Satjana Muda Hukum atau Safjana Muda Administrasi yang

menguasai Hukum Islam.

Pasal 47
Sekretaris dan Wakil Sekretaric diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Ketua Mahkamah

Syar'iyah.

Pasal 48
SERCUM neTangku fabatannya Wakil Sekretans diambil sumpahnya menurut Agama Istam olch Ketua
Mahkamah yang beesangkutan. Bunyi sumpahnya sebagai berikut :
* Wallahi, demi Aliah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi Wakil sekaretaris, akan
setia kepada Syariat Islam, Pancasila, UUD — 1945, Negara dan Pemerintah.
“ Bahwa saya bersumpah akan menaati segala Peraturan perundang-undangan yang berdaku dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadacan
dan tanggung jawab.
“ Bahwa saya bersumpah akan senantiasa menjujung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan
Martabat Wakil Sekretaris serta akan mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepantingan saya
sendiri, seseorang atau golongan.
“ Bahwa saya bersumpah akan memengang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus saya rahasiakan.
“ Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib, certmat dan bersemangat unmk kepentingan Negara.

BAB 1Nl

KEKUASAAN DAN KEWENANAGAN MAHKAMAH
Pasal 49
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dalam tingkat pertama, bidang

Ahwalu al Syakhsiyah
b.  Muamalah
. Jinayah

Pasal 50
1. Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang
menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tngkat banding,
2. Mahkamah Syr'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam Tingklat Pertama dan
Terakhir sengketa kewenanagn antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 51

1. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 50, Mahkamah
dapat disertai tugas dan kewenangan lain yang diatur dengan Undang-undang hukumnya.

2. Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Mahkamah Syar‘iyah Provinsi di
daerah hukumnya melakukan pengawasan tethadap jalanya peradilan di tingkat Mahkamah Syar'iyah
dan menjaga agar peradilan di selenggarakan dengan adil, jujur, tepat dan scksama.

3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Ketua
Mahkamah dapat memberikan petunjuk, teguran, peringatan dan sanksi yang dipandang perlu.

b PUhgawsan sehammana yang dimaksud dalam ayar (1), (2) dan 13) hdak boleh mengurangi kehebasan
Fakion dalam memenksa dan memutus petkara.
BAB 1V
HUKUM MATERIL DAN FORMIL
Pasal 53

Hukum materil yang digunakan daiam menyelesaikan perkara sebagaimana tersebut pada pasal 49 adalah

yang bersumber dasi atau sesuai dengan Syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun.

Pasal 54
Hukum formil yang akan digunakan Mahkamah adalah yang sesuai dengan Syri‘at Islam yang akan diatur
dengan Qanun.
BABV
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 55

Ketuan Mahkamah mengatur pembagian tugas Hakim.
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Pasal 56
Ketua mahkamah membagi senwa berkas dan atau surat-surat lain yang bethubungan dengar: perkara yang
diajukan ke Mahkamah kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 57
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Mahkamah Agung membuka kamar khusus di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58
Pada saat mulai berlakunya Qanun ini :
1. Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan
sebagai Badan Peradilan Syari’at 1slam menurut Qanun ini;
2. Sebelum Qanun mengenai hukum materil dan formil dimaksud pasal 53 dan 54 diundangkan, maka
Mahkamah menyelesaikan perkara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Syari“at Tslam.

BABA VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akaq

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 60
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahiunya, memerintahkan pengudangan Qanun ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan Di Banda Aceh

Pada tanggal 14 _Oktober 2002
7 Syaban 1423 H

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
ttd
ABDULLAH PUTEH
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PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 10 TAHUN 2002
TETANG
PERADILAN SYART'AT ISLAM

Penjelasan Umum

1.

Bahwa dalam perjalanan sejarah yang panjang penduduk Nanggroe Aceh Darussalam adalah
masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran Agama Islam, teguh dalam agidah dan taat menjalankan
Agama Islam, sebagaimana dapat disimpulkan dalam makna suatu ungkapan “Adar Bak Po
Teumcureubom, Hukom Bak Syinh Kuala™, Ungkapan tersebut mencerminkan perwujudan syarat Islam
dalam kehidupan sehari-hari. Sultan Aceh Darussalam yang bertukar silih berganti semuanya taat
menjalankan fatws ulama dalam melaksanakan Syartat Islam sampai dengan datangnya penjajah
Belanda pada tahun 1873 yang menaklukan kesultanan Aceh besikut dengan hukum syari ‘atnya.

Setelah Indonesia merdeka, rakyat Aceh yang diwakili oleh para ulamanya memperjuangkan agar
pemerintahan Republik Iadonesia dapat mengundangkan berlakunya kembali Syari‘at Istam secara
kaffah bagi rakyat Aceh. Usaha tersebut membuahkan hasil meskipun dalam kewenangan yang
terbatas dalam hidang Fukum kekeluargaan saja (Al Ahwallu Al Syachshiyah), yaitu dengan
diundangkan Peraturan Pemenntah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agarma /
Mahkamah Syar'iyah di Daeah Aceh yang kemudian dirobah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama dan Mahkamah Syr'iyah yang berdaku untuk

selumh Indones becnal {7t dawa — Madura dy YAy sutan drans dengan Staatsblad 1882 Nomon

iSe

atsblgd 1037 Mmer 1E6 dan el dengan seburan Pengadilan Agaiiia  dan
Mahkamahlslam Tinggi) dan scbagian residenst Kalimantan Selatan dan Timur (yang sudah diatur
dengan Staatblad 1937 Nomor 638 dan 639, dengan sebutan Kerapatan Qadhi dan Kerapatan
Qadhi Besar). Dengan betlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka penyebutan nama yang berbeda-beda
atas lembaga peradilan ini seperti tersebut diatas diseragamkan dan disederhanakan dengan sebutan
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengantanpa merubah kewenangannya.

Berdasatkan pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah ditetapkan
bahwa Peradilan Syari‘at Islam Ji Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan ole Mahkamah
Syat'iyah Provinsi. Karenanya 7ca yang diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
juga berwenang mengadili peckara-pekara tertentu sesuai dengan hukum syad'at Islam, harus
dikembangkan, diselaraskan dan disesuaikan dengan maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun

2001.Agar tidak terjadi aualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syar‘at Islam yang dapat
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4. Syari‘at Islam dalama tatanan hukumnya menjangkau seluruh aspek hukum, baik datam aspek

hukum publik maupun hukum privat. Maka kewenangan atau kekuasaan Peradilan Syari‘at Islam
yang akan ditetapkan dengan Qanun sebagaimana dikehendaki Undang-undang Nomor 18 Tahun
2001 harus mencakup seluruh aspek hukum yang telah ada ketentuannya dalam Syari‘at Islam,
sedangkan rumusannya secara lengkap dan rinci akan diatur dalam Qanun tersendiri yang
menetapkan hukum materil dan hukum formil,
Agar tidak terjadi kevakuman selama Qanun tentang hukum materil dan hukum formil belum
diundangkan, maka Peradilan Syari‘at Islam dapat segera dilaksanakan dengan berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku serta tidak bertentangan dengan
Syari‘at Islam. Peran Hakim dalam hal in; harus ditingkatkan untuk dapat menggali hukum Syari‘at
Islam dar; sumber-sumbernya yang resmi.

5. Agar selaras dengan semangat Otonomi Khusus, maka aturan tentang penataan dan pembinaan
perangkat peradilan yang sebelumnya bersifat sentralistik dengan Qanun ini diatur lebih sederhana
agar dapat diselesaikan di daerah, sepertih untuk perangkat dan pemberhentian Panitera, Sekretaris,
Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita cukup dengan surat keputusan Gubeenur. Selain
itu agar setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dapat diselesaikan dengan baik dan
menyentuh rasa keadilan, maka tethadap perkara-perkara yang memeduhkan keahkan khusus dalam
penyelesaian, Maielis. Hakim dapat di lengkapi dengan seorang atau lebih tenaga ahli/pakar yang
diangkat sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Pengangkatan, pemberhentian dan penentuan honorer
Hakim Ad Hoc dilakukan oleh Gubermnur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
s usul hetua Mabikamah Svar tvah Proving:

Babwe Peradidan Syan'ai shan sebagas “aiat kelengkapan Daerah Otonomi Khusus Provins
nanggroe Acch Darussalam” dan telah ditetapkan denagn Undang-undang sebagai salah satu
lingkungan peraditan dalan, sistem Peradilan Nasional Indonesia, maka tetap melekat padanya azas
peradilan yang sedechanan, cepat dan biaya ringan disamping azas peradilan Islam yang
menghendaki daaya peran aktif hakim unnk menemukan kebeneran maten! dalam proses

penyelesaian setiap petkata,termasuk petkata perdata (Mu'‘amalah dan Ahwalul al Syakhsiyah).

U Pasal Demi Pasal.
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada yang diatur dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989.yang juga berwenang menengani perkara-perkara tertentu sesuaj
dengan hukum Syari‘at Islam, harus dikembangkan, diselaraskan dan disesuaikan dengan
maksud Undang—undang N7»mor 18 Tahun 2001, agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan

Peradilan Syari‘at Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidak pastian hukum,
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maka lembaga Peradilan Agama berserta perangkatnya (satana dan Pprasarananya) yang telah ada
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan untuk lembaga Peradilan Syari“at Istam.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1) pada dasarnya tempat kedudukan Mahkamah Syar'iyah ada di kabupaten / kota yang daerah
hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / kota, tetapi tidak tettutup kemungkinan adanya
pengecualian.
vyt (2) Cukup jelas.
Pasal 5
Setelah system pembinaan peradilan satu atap sesuai maksud Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
beralan,maka pembinaan tehnis, personil, administrasi dan keuangan Peradilan Syari‘at Islam disesuaikan
dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mempertahankan cirri-ciri kekhususannya. i
Pasal ¢ .
Cukup jelas.
Pasal 7
Usul pembentukan Mahkamah Syat'iyah yang baru diajukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi
kepada Gubernur
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas.
Avat (Z) Cukup jelas
Ayat3; Agac sciap perkara yang diajukan kemahkarnah Syar‘iyah dapat diselesaikan dengan baik dan
menyentuh rasa keadilan khusus dalam penyelesaian, Majelis hakim dapat dilengkapi dengan
seorang atau lebih tenaga ahli / pakar yang diangkat sebagai Hakim Angpota Ad Hoc.
Pengangkatan, pemberhentian dan penentuan honorer Hakim Ad Hoc dilakukan oleh
Gubemur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Ketua Mahkamah
Provinsi.
Pasal 9
Cukup jclas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Setelah system pembinaan satu atap sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 berjalan, maka pembinaan dan pengawasan Hakim Peradilan Syari‘at Islam dilakukan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
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Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)Pemberhentian dengan hormat hakim atas permintaan sendiri, mencakup pengunduran diri dengan

alasan hakim yang bersangkutan tidak berhasil menengakan hukum dalam linkungan rumah
tangganya senditi. Pada hakikatya situasi, kondisi, suasuna dan ketentuan hidup di rumah
tangga setiap hakim mahkamah merupakan salah satu factor yang terpenting perannya dalan
usaha membantu citra dan wibawa seorang hakim itu sendiri.

Yang diamksud dengan “Sakit jasmani atau rohani terus menerus” ialah yang menyebabkan si
penderita temyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik

Ayat(2) Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kejahatan Jinayat” ialah kejahatan vang diancam hnkuman peniam

sekurang-kurangnya 3 {tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan “melakukan petbuatan tercela” ialah apabila Hakim yang bersangkutan
karena sikap, perbuatan dan tindakannya baik di dalam maupun di har Pengadilan
merendahkan martabat hakim.

Yang dimaksud dengan “tugas pekefaan” ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang
bersangkutan.

Ayat (2) Dalam hal pembethentian tidak hotmat dengan alasan dihukum karena melakukan kejahatan

jinayat, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membekh din, kecuali apabila
hukumannya penjara yang dijatuhkan itu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 20

Seorang Hakim tidak boleh dibethentikan dati kedudukannya sebagai pegawai neged sebelum

dibethentikan dari jabatannya sebagai hakim. Sesuai dengan penturan perundang-undangan di bidang

kepengawaian, Hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh karena itu, pemberhentiannya harus tidak sama

dengan pegawai negeri yang lain.

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas.
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Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Pangkat dan gaji hakim diatur tersendici berdasarkan ketentuan yang bedaku. )
Yang dimaksud dengan ketentuan adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan
sepertt umah dinas dan kendaraan dinas.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jclas
Pasal 27
Yang dimaksud dengan “Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum® termasuk mereka yang telah mencapar

s sedena dengan Safang Syarsali arau Sagana FHukum dan danggap cakap unnik

naokar e,

iabarin .

Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, prngke: din SVt Bt vane berkaitan
Miham batan dan M thkamah Sya wvith P:-.-'—"u- i1 Kl .\J--‘:'.ﬂ-lli'lli'."' VAT v ame sehahknva drnunek ind
AT CSCION viange samey
Pasal 28
Cukup jclas
Pasai 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cikup jelas
Vasai 51
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.

Pasai 35
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Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalan ayat (1),(2) dan (3) berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera
Muda dan Panitera Pengganti,
Pasal 36
Pengangkatan atau pembethentan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti dapat -
juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Mahkamah yang Lersangkutan.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ketentuan sebagimana yang dimaksud dalam ayat (1),(2) dan (3) berdaku juga bagi Juru Sita Pengpanti.
Pasal 43
Cukup jclas
Pasa: 44

CARGP jcdas
Pasat 4s

Cukup jelas )
Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
a.  Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang Ahwalu al-Sakhsiyah meliputi hal-hal yang diatur
dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berserta penjelasan
dari pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, washiat dan shadaqah.
Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang muamalat adalah sebagai beikut :
Jual beli, hutang piutang
Qiradh (Pemodalan)
Musaqah, muzaeaah, mukhabaeah ( bagi hasil pertanian)
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Wakilah (kuasa), Syirkah (petkongsian)

Anyah pinjam meminjam, hatju (penyitaan harta), syufah (Hak Langgeh), rahnun {(Gadai).
Thyaul mawat (pembukaan lahan )y ma’din (tambang), lugathah (barang temuan).
Perbankan, jjmh (sewn menyewa), takaful

Perburuan

Harta rampasan

Waqaf, hibah, washiat, hadiyah dan lain-lain

b.Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang Jinayat adalah sebagai berkut :

Pasal 50

Hudud.

Zina.

Menuduh berzina (Qadha#).

Mencuri.

Merampok

Minuman keras dan Napza.

Murtad.

Pemberontakan (Bughaat) dan lain-lain,

Qishash.

Hukum membunuh dan melukai.

Hukum denda (Diat).

Ta'zir

Tukum syar'l vang dikenakan kepada orang yang mengetjakan ma 'shiat aray melanggar jnayat
yang fidak dikenakan hudud, qishash maupun denda tetapi diserahkan kepada pertimbangan
Hakim berdasatkan perbuatan dan kondisi pelaku.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasat 52

Ayat (1) Cukup jelas..

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tepat dan seksama” ialah antara lain bahwa penyelenggara peradilan harus

dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yaitu yang dilakukan

sedethana,cepat dan biaya ringan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat(4) Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.
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LAMPIRAN VI

CURUCULUM VITAE
Nama Lengkap : Muhammad Alfian Dja'far l
Tempat tanggal Lahir ; Lhokseumawe 6 Oktober 1977
Alamat B UH IV 952 A Yogyakarta
Riwayat Pendidikan :
1. TK Raudatul Atfal Tahun 1985
2. Min Lhokseumawe Tahun 1985-1991
3. Madrasah Mu’allimin
Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 1993-1998
4. Fakultas Syari’ah 1AIN
Sunan Kalijaga YEal Tahun 1998-20013
Aktifitas Organisasi

1. Ketua I Pimpinan Ranting Ikatan Remaja Muhamamdiyah Madrasah
Muallimin Yogyakarta tahun 1996-1997

2. Anggota Bid. PKW Pimpinan Daerah Tkatan Remaja Muhammadiyah
Kota Yogyakarta tahun 1998-1999

3. Ketua I Pimpinan daerah Tkatan Remaja Muhammadiyah Kota
Yogyakarta tahun 1999-2000

4. Ketua Formi (Forum Silaturahim Mu’allimin Mu’allimaat 9 tahun 1999-
2000

3. Ketua Harian Ta’mir Msjid Jenderal Sudirman Yogyalkarat tahun 2000-
2001

LXTIT



6. Ketua Organisasi Tkatan Remaja Muhammadivalh Wilavah Yoovakarea
tahun 2001-2002
7. Pimpinan Pusar Tkatan Remaga Mu hammadivah Bidange Hikmah Advokasi

tahun 2002-2004

Nama Orang Tua :

Ayah : FL Dy tar Muhammad (Aim)
Ibu ; 1. Ummi salamah
Alamar 1L Darussalam Ge. Delia 118 Lhoksdeumawe,

Aceh Urara, Provinsi Naneoroe Aceh Darussalam
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